PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JI. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK (0634) 4345040 Faks.(0634) 4345038
SIPIROK (22742)

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
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TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BUPATI TAPANULI SELATAN y

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati
' Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang
' Pedoman Penyusunan = Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu
menetapkan dalam Keputusan Bupati Tapanuli
Selatan Tentang Standar Operasional Prosedur
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat * 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9.

10.

11,

12.

»
|39
.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam  Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 192,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2018 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 22);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

13.

14.

15.

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

~ Dilingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24
Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
dan '

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

Standar  Operasional Prosedur Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan
kepada pegawai pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Keputusan Bupati Tapanuli Selatan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal %0 2ULl 2020

a.n. BUPATI TAPANULI SELATAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH,
(Selaku Kuasa Perigguna Anggaran)

FK

PARLINDUNGAN HARAHAP



Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
T | P
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPE KAN DAN
PENCATATAN SIPiL
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN -
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 4/2 V.4
PARLINDUNGAN HARAHAP SH MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670506 199803 1 001
Nama SOP SURAT MASUK
Dasar Hukum Kualifikas: Pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2048 tentang Pelayanan Publik, 1. Sarana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
2 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian | 2. Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Iinternet
Daerah; 4. Menmiliki thelman vang baik :
3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang 3. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemenntahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
4.
Keterkartan Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pengaduan Masyarakat

1. Peraturanperundang-undangan

2. Buku Register
3. ATK, PC (Komputer)
4. Janngan intermet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




|Menerima surst masuk yang sudah didisposisi, selanjutnya
didistribusikan kepada bidang

Kepala SKPD

akan didistnbusikan

Pelaksana Mutu Baku ot
Aktivitas Pengadministrasl | Kasubbag Umum| GSekretaris Kepala
eleng Kty Output
Umum Kepegawalan 8KPD SKPD Kelrghapen e
Menerima Berkas/Surat Masuk - Surat Masuk 5 menit |Surat Masuk
Meregestrasi surat masuk Kedalam Buku Surat Masuk, Surat masuk yang sudah ditangan 10 menit [Surat masuk yang sudah crangan:
membust lembar pengantar surat dan disampaikan kepada Pengadministrasi Umum, lembar Pengadmunistras: Umum
Kasubbag Umum Kepegawaian ’ l disposisi J
Menerima surat masuk dan membuat Disposisi yang _)- Surat masuk yang sudah didisposisi S menit |Surat masuk yang sudah i3isposs 1
dityjukan kepada Sekretaris SKPD . Kasubbag Umum Kepegawaian Kasubbag Umum Kepegawaian
Menerima dan membuat disposisi atas surat yang masuk Surat masuk yang sudah didisposisi S menit |Surat masuk yang sudan 3:Csposs: i
dan disampaikan kepada Kepale SKPD ‘ Sekretarns Sekretarns i
Mempelajan surat masuk, jika tidak setuju untuk Surat masuk yang sudah didisposisi 10 menit [ Surat masuk yang sudah c:drsposrs: }
ditindaklanjuti dikembalikan kepada Kasubbag Umum Tidak Sekretaris Kepala SKPD
Kepegawaian untuk diarsipkan, jika setuju untuk
ditindaklanjuti membuat disposisi untuk menindaklanjutinya
sesuai dengan peruntukan surat tersebut dan disampaikan Ya
kepada Kesubbag Umum Kepegawaian =
Menerima ~an mempelajari surat masuk yang sudah Surat masuk yang sudeh didisposisi 10 menit |Surat masuk yang sudah didrsposis:
didisposisi Kepala SKPD, selanjutnya memerintahkan Kepala SKPD Kegala SKPD
pengadministrasi umum untuk mendistribusikan kepada
bidang |
Surat masuk yang sudah didisposisi 10 menit | Surat masuk yang sudan craisposss:




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

| Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DAERAH,
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN 4
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH :

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA I TUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP SURAT KELUAR

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahur: 2018 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang

1. Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

2.
3.
4
5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

3.
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. Peraturan perundang-undangan

1. SOP Standar Prosedur Operasional

2. ATK, PC (Komputer)
3. Jaringan internet

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan
Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja

melakukan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu vang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Pengadministrasi
Umum

Pelaksana

Kelengkapan

waktu

Output

Menenma surat keluar

Surat Keluar

10 menit |Surat Keluar

2 |Mencatat pada Buku Surst Keluar * Surat Keluar 10 menit |Surat Keluar

3 |Memben stempel, nomor, mengarsipkan dan i Surat Keluar 10 menit {Dokumentasi Berkas
diserahkan kepada Caraka

4 |Menenma surat keluar, menyiapkan Buku Surat Keluar, Buku Ekspedisi 5 menit |Surat Keluar

Ekspedisi/tanda Terima, untuk selanjutnya

ikifim




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENDIUUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL RAH

PARLINDUNGAN HARAHAP SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PEMBUATAN SPT DAN SPPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah,

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Iintemet
Menmiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

MOBON A

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pembinaan PNS

1. Peraturan perundang-undangan
2. Buku Register

3. ATK, PC (Komputer)

4. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang mempertambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




{Juty Baky

Pengadministrasi
Umum

Sekretaris
8KPD

Kepala SKPD

Kasubbag Umum &

Py

Kelengkapan

Waktu

Menerima Undangan Rapat, Pelatihan dan Bimbingan
Teknis dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Deerah/nstitusi (KA/DVT), mengagendakan dan
melampirkan lembar diisposisi, disampaikan kepsda
Sekretaris SKPD

Buku Surat Masuk, Surat
undangan, lembar disposisi

S menit

Surat masuk yang sudah

Menerima Surat Undangan Rapat, Pelatihan dan Bimbingan
Teknis, dan menyampaikan lembar disposisi kepada Kepala
Dinas untuk mohon arahan

Surat masuk yang sudah
dikendalikan

S menit

Lembar pengantar surat

Memeriksa Surat Undangan Rapat, Pelatihan dan
Bimpingan Teknis, membusat arahan pada lembar disposisi,
jika tidak setuju untuk menghadiri dkembalikan kepada
Sekretaris SKPD untuk didokumentasikan, jika setuju
memerintahkan Kasubbag Umum Kepegawaian untuk
menerbitkan SPT dan SPPD

fidak

Q

Ya

Surat masuk yang sudah
dikendalikan

10 Menit

Arahan dari Kepala SKPD

Memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk membuat
SPT dan SPPD

Arahan dan Kepala SKPD

S menit

Tindzklanjut arahan
Kepala SKPD

Membuat draft Surat Perintash Tugas dan SPPD sesuai
Arahan Kepala SKPD, selanjutnya disampaikan kepada
Kasubbag Umum Kepegawaian

Arahan dari Kepala SKPD

20 Menit

Draft SPT dan SPPD

Memeriksa draft Surat Perintah Tugas dan SPPD, jika tidak
setuju dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk
diperbaiki, jika setuju diiparaf, selanjutnya disampaikan
kepada Sekretaris SKIPD

Draft SPT dan SPPD

10 Menit

Draft SPT dan SPPD yang
sudah diparaf Kasubbag

Memeriksa draft SPT dan SPPD, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian untuk
diperbaiki, jika setuju diiparaf, diserahkan kepada Kepala
SKPD

Tidak

Va

Draft SPT dan SPPD yang
sudah diparaf Kasubbag

10 Menit

Draft SPT dan SPPD yang
sudah diparaf Sekretaris

Memeriksa draft SPT dan SPPD, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani, selenjestnya memerintahkan Kasubbag
Umum Kepegawaian wntuk mendistribusikan SPT dan
SPPD sesual dengan peruntukannya

Tidak

Ya

Draft SPT dan SPPD yang
sudah diparaf Sekretaris

5 Menit

SPT dan SFPD

Memerintahkan Pengadministras! Umum untuk
mengagendakan SPT dan SPPD dan mendistribusikarennya

sesuai dengan pemuntukkanya

SPT dan SPPD

S Menit

SPT dan SPPD

10

Mengagendakan SPT dlan SPPD dan mendistribusikan
sesuai dengan peruntukkanya

U

SPT dan SPPD

S Menit

Dokumentasi Berkas




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal P sahaan y)

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPE IDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PENGURUS BARANG

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peratuwan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
2. Peratuan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adininistrasi
Pemenntahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik .
Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

MBRON

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Standar Operasional Prosedur

1. Peraturanperundang-undangan
2. Buku Register

P

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melalikan findakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




habis serta laporan persediaan barang pakai
}tﬂ)is.

. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket |
. Penylmpan Kelengkapan Waktu Output i
Barang )
Membuat surat pengajuan permintaan baik Surat Permintaan Barang 30 Menit |Surat Permintaan Barang | Tereat |
berupa barang pakai habis maupun berupa sof |
inventaris kantor Perarca
Menerima dan mengecek barang pakai habis dan Surat Permintaan Barang. Barang | 15 Menit |Surat Permintaan Barang i
inventaris kantor yang datang dises' .aikan Pakai Habis dan Barang Inveritaris dengan Barang Pakas Hates ]
dengan permintaan yang diajukan Kantor dan Barang Inventars |
' Kantor yang diminta teiah |
Mencatat semua barang pakai habis yang Surat Permirtaan Barang dengan | 15 Menit |Kartu Inventaris Barang can |
diterima pada buku penerimaan barang pakai Barang Pakai Habis dan Barang Buku Penermaan Barang |
habis sedang untuk inventaris kantor dimasukan Inventaris Kantor yang diminta telah Pakai Habis ‘
dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sesuai , |
Menyampaikan berkas permohonan pendaftaran Berkas permohonan reklame 15 menit |Formulir pemhonan
reklame kepada JFU Verifikator Penetapan pendaftaran reklame yang {
sudah dus: dokumentas: i
berkas permohonan {
|Mencatat mutasi/perubahan barang inventaris Data Mutasi Barang 15 Menit |Usulan penghapusan
dan menyiapkan serta mengajukan pengusulan Barang !
penghapusan barang inventaris f
J
Melakukan perhitungan barang (stock opname) Data barang pakai habis 30 Menit |Berita Acara |
setiap 6 bulan sekali dan membuat dan
menandatangani Berita Acara hasil perhitungan
selanjutnya disampaikan kepada atasan J
Membuat laporan baik secara periodik ( setiap 6 Laporan Periodik 60 Menit |Laporan Penodik ?
bulan ) maupun secara insidentil kepada Walikota
Pontianak Cq.Kepala Bagian Rumah Tangga |
Setda Kota Pontianak antara lain laporan hasil |
pengadaan barang inventarisir dan barang pakai '




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEP DUKAN DAN
PENCATATAN SIPl) DAERAH,

PARLINDUNGAN HARAHAP SH. 144
PEMBINA UTAMZ MUDA
NIP. 19670506 195803 1 001

Nama SOP PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik. 1. Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian | 2 Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan WM
Daerah: 4. Memiliki Keteltian yang baik
3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang | > Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupzaien Tapanuli Selaian.
4.
Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pengaduan Masyarakat 1. Peraturanperundang-undangan
2 Buku Register
3  ATK, PC (Komputer)
4. Jaringan internet
Peringatan Pencatatan dan Pendatzan

Dadam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
meldakan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependucukan
dafam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
kesentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elekironik dan arsip manual




B T Pelaksana T R T ‘
Bahan |
Kasubbag !
No. Akiivitas Umum dan Evaluasl, Kepala Sotrstarts Kopoln 8KPD Kelenghapan Wektu Outpwt Materangan I
Kepegawalan Rencana, Bidang PO |
Program dan |
Laporan |
1
Memerintahitan Penyusun Bahan Eveluasi, Rencans, Program dan {
Laporan urak mendistribusikan Disposisi Kepala SKPD mengena
1 Penyusunen Standar Operasioan! Prosedur (SOP) Lembar Dwsposimi S Mot | Omposs:
Penysienggeraan Tugss dan Fungsi
—
2 [Mendistribuskan Disposisi Kepala SKPD mengenai Penyusunan 15 mentt | Dmstribus disposss:
Standar Operssioan! Prosedur (SOP) Penyelenggarsan Tugas dan
Funge: kepads Kapala Bidang Lembar Drsposis
3 |Memerintahian KasvSubbid untuk menyusun SOP, dan 5 Han  |Draft SOP !
diserahkan kepada Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana. Program R “ Lembar Disposisi Penyelenggsrasn Tugas
dan Laporan I dan Fungs
4 |Menenma dan merekap SOP Penyalenggaraan Tugas dan rungsi ! Draft SOP 15 ment |Oraft SOP
dan disershkan kepada Kesubbag Umum dan Kepegawaian Penyelenggarasn Penyelenggarsan Tugas
Tugas dan Fungsi dan Fungsi
S |Menerima dan memverifikasi SOP Penyelenggaraan Tugas dan Draft SOP 1 hen |Oraft SOP |
Fungsi dan memerintahkan Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana, Penyelenggarasn Penyelenggarasn Tuges |
Program dan Laporen untuk membust Surat Undangan Tuges dan Fungsi dan Fungsi |
pelsksansan rapat pembshasan SOP |
]
€ |Membust Surat Undangan Rapat Pembahasan SOP, dan Bahen rapat 2hari |Surat Undangan ]
{
7 |Melakukan rapat pembahasan SOP dan melakukan perbaikan - Draft SOP 1 4an |Oraft SOP |
SOP yarg periu perbaikan dan dserahkan kepada Penyusun Penyelenggaraan Penyeienggarsan Tugas i
Bahan Evalussi, Rencana, Program dan Laporan Tuges dan Fungsi dan Fungs: |
] |
8 |Menenma drat SOP, membuat draft SK SOP SKPD dan - Draft SOP 1 Han |Draft SK SOP 1
disermhian kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian Penyelenggaraan |
Tuase don K 4
9 |Memeriksa drafl S SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungs:, yka Draft SK SOP 1 Jam |Draft SK SOP 1
tdak setuju dikembalikan kepeda Penyusun Bahan Evaluasi,
Rencana, Program dan Laporan untuk diperbaiki, jika setuju Ya E
dikonsultasian kepada Bagian Otgm-nu (Kawbhoo Tatalaksana) I
jika telah sesuni diperaf dan diserahkan kep is SKPD ‘
10 [Memeriksa draft SK SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, jka Tidak Draft SK SOP 30 Ment |Draft SK SOP |
bdak setuyu dkembalikan kepade Kas: ibbag Umum dan i
Kepegawaien untuk diperbaiki, jika setuju diperaf dan diserahkan Ya |
kepeda Kepals SKPD |
11 MWMSKSOPPenmnaﬂTugudanFM\gum Tida 30 Ment ‘1
bdak setuu dkembalk ' is SKPD untuk |
Draft SK SOP SK SOP |
diperbadu, fke setuyu m dan diserahkan kepada
Kssubbag Umum dan Kepegawaian
12 [Menerima SK SOP Penyelenggamen Tugas dan Fungsi SKPD, Ya S Ment
diseratikan kepada Penyusun Bshan Evaluasi, Rencana, Program SK SOP SK SOP




Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
| Tanggal Pengesahaan )
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPGNDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIP)Y' DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN /ﬁ
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/PemerintahanVHukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Intemet
Memiliki Ketelitian yang baik .
Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

OhWN =

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan IKM
2. SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur

1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
2. Buku Register

3. ATK PC (Komputer)

4. Jaringan intemet

S.

P

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Muty Baku

Penyusun l i

—a Kasubbag f i
b Adiivims Evalustl. | mumdsn | SO | oeia SKPD|  Bidang Kelengkapar Ay Craponst

Rencans SKPOD {

Laporan 1 i
1 Gan mencatat Surst Pengaduan dan Surat MasukEmaiPengaduan! 5 Ment |Surat Masuk yang Temae S0F

. Emm PearGEra S<¥

ke aatarn Buku Pengaduan dan dserahkan t

Kasubbag Pesrencanaan

SMS/Teipon

Surat Pengaduan dan Buku Pengaduan

Surat Pengaduar dan Lembdar |

2
Telashen Staf diserahkan kepada Drsposis: Buku Pengacuan { Telaarar X
Sekretans SKPD | | Bl f
3 Swrat Pengaduan, Telashan Staf, L | Surat Pengacduan Teiaahan | 'O Men? | Suat Pengacuar
i, diserahkan kepada Kepsia SKPO 1 Staf Lembar Disposis: i ??msu
dan memben disposisi Surst Pergaduan | Surat Pengaduan Teiaahan | 10 Ment |Disposs: terhacac aduar
4 kepada Sekretans Staf. Lembar Drsposis: ! l
dispos:is: dan drserahkan kepada Kasu Surat Pengaduan, Teisahan 5 Ment Amm“
s unka dkstribusikan kepada * Staf Lembar Dispous:
 1Si aduen
: Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana | Surat Pengaduar Telaahan | Sadent  [Distodus Ssposss:
6 dan Laporan, untuk mendistnbusikan Staf  Lembar Drsposisi
Dispasisi Surst Pengaduan
Surat Pengaduan, Telaahan SMent |[Dstnbus: SspoRS
. Staf. Lembar Disposisi
!
!
Surat Pengaduan, Telaahan 3Jam [Jawabdan acuan ] !
Staf. Lembar Disposis: i ,
Jawaban Aduan, Buku tJam [Jawadar acuan {

Pengacuan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh
PENCATATAN SIPI

72

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN IKM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Persturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Menmiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

OHEWON

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pembinaan PNS

1. Peraturan perundang-undangan
2. Buku Register

3. ATK, PC (Komputer)

4. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

KEPALA DINAS KEPEWDUDUKAN DAN
AERAH,

PARLINDUNGAN HARAHAP. SH, MM




Pelaksana N utu Baku
Kasubbag Penyusun Bahan
. Aktivitas t
Ne Umum dan (S0t T se::r::)m .;opm Kelengkapan Waktu Output K
KPD
Kepegawaian Laporan
7 [Memerintahkan Penyusun Bahan Evaluasi, Program, Lembar Disposist 5 Menit |Disposisi
Rencana dan Laporan untuk menyiapkan bahan dan
data terkait Penyusunan Laporan IKM
2 |Menyiapkan, mengolah bahan dan data hasil surevy Bahan/data terkait Penyusunan 1 Han |Bahan/data terkart
1K dsm!\km kepada Kasubbag Umum dan Laporan IKM Penyusunan Laporan IKM,
Kepegawaian data hasil survey IKM
3 wﬁs& rekap data hasil survey IKM, jika tidak Bahan/data terkait Penyusunan 2 Jam |Bahan/data terkait
sesuai dikembalikan kepada Penyusun Bahan Laporan IKM, data hasil survey Penyusunan Laporan IKM.
Ewvaluasi, Program, Rencana dan Laporan untuk IKM data hasil survey IKM
diperbaiki, jika sesuai membuat Laporan IKM,
diserahkan kepada Sekretaris SKPD |
4 |Memeriksa Draf Laporan IKM, jika idak setuju Tidak Bahan/data terkait Penyusunan 15 Menit |Draft Laporan IKM ,
dilcembaiikan kepada Kasubbag “lkmm-dan Laporan IKM, data hasil survey {
Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan va |IKM |
diserahkan kepada Kepala SKPD {
5 |Memeriksa Draf Laporan IKM, jika tidak setuu Draft Laporan IKM 15 Menit |Laporan IKM {
dikembalikan kepada Sekretaris SKPD untuk |
diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan Tidak
|kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6 |Menenma Laporan IKM, diserahkan kepada Penyusun d Laporan IKM 5 Ment |Laporan IKM i
Bahan Evaluasi, Program, Rencana dan Laporan
7 [Mengagendakan, memperbanyak, dan dikiim kepada Laporan IKM j aporan Dokumentasi
Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi) h S tmas = |
|




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

|_Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPZNDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPL DAERAH,

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP ) PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN DAN CUTI PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Ir_lternet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

ObhwN

Keterkaitan

Peralatan dan Periengkapan

1. SOP Standar Prosedur Operasional

1. Peraturan perundang-undangan
2. ATK, PC (Komputer)
3. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelak;ana Muty Sets | i
1
Aktivitas f K | ! Ket ‘
. 3 ¢ | i
Kepegawaian Kepegawaian { 1
Menysrshian berkas permohonan Surat lzin Cut PNS Permohonan Surat lzin Cut Pegawa | 5 Mere Peryarmgaan Seveas | Qumsus PNS l
|kepada Pemroses Administrasi Kepegawaian Neger Sipd. Surat Keterangan Dokter |permonuran Suet on Ca l Goi ic |
Ti (Khusus cut bersain) NS | xer Fwar {
idak | ) i |
Memaeriksa kelengkapan berkas perrnohonan Surat 1zin — Berkas Permohonan Penertrtan Surat 20 Mene Berwas Sermonhorar |
Cuts PNS, dan rekapitulasi suti PNS, jika bdak lengkap 1zn Cut PNS | |Perertaar Sua Ir L8NS, \
dilcenbelikan kapaeda unit kerjs pemohon untuk N | yang sucar Sperksa |
dperdeiki/ditolak, jike langkap membust draft Surat (zin i i |
Cuts PNS diserahkan kepada Kesubbag Umum dan !
N Y ‘
l(-' o 1 a
Memaeiksa draft Surat in Cut PNS beserta Draf Surat on Cut PNS dan Perkas 10 Ment  |Draf Serar o .,.ap'cs“
wkmnn. jika tdak setyju dikembalikan kepada Permohonan PenerbtanSurat lon Cut |suca Sperisa
Admin-strasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika Tidak — PNS !
u‘pm dan disampaiken kepada Sekrotaris SKPD {
Memaeriksa draft Surst zin Cuti PNS, jika tidak setuju Draf Surst lzn Cut PNS dar Berkas 10 Ment  |Draf Surat o Cud PNS yang
dikembatkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian Tidak Permnhonan Penerbitan Surat Izn Cud |sucar aperisa |
untusk diverbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan va |PNS | |
k ds Kepala SKPD i
Memesiksa draft Surat Izin Cuti PNS, jika tidak setuju Tidak Draf Surat lzn Cutt PNS dan Berkas 10 Menet  |Surat T Cutt PNS yang i B
dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, Permohonan Penerbtan Surat tzn Cut SUCED IINCHIGI {
jik® seluju ditandatangani PNS | I
{ E— |
Memberi nomor Surat kzin Cut PNS, Mencatst dalam buku Buku Agenda, Surat lzn Cut PNS yang 10 Ment  |Surat T Tt PNS yang IR
agends dan menyampaiken kepada unit kerja / pemohon sudah dtandatangan sucah Segencacan |
{
Meneama Surst izn Cut PNS dan menandatangani tanda Surat [zn Cub PNS S Mentt

terime pade buku egends
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

TanggﬂRevisi

Tanggal Pengesahaan .

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILLOAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH ’ 4

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PELAYANAN PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukur/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Intemet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah KKabupaten Tapanuli Selatan.

OhWON

Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan

1. Peraturanperundang-undangan
2. ATK, PC (Komputer)
3. Jaringan intemet

1. SOP Standar Operasional Prosedur

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja | Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.




TMenyerahkan berkas bagi pagews! stiukturel kepnds
|Pemioses Adminietras! Kepagewsisn

_|Savetarn Dinas

Abtivites

Memnileh dan menyusin kelengkapan berkas
Iperayarsien pagewsi striddurs! yang memenuhl syare!
umiub diusulken kenaikan panghatnys sesus) hasll fK
|Penetapan dan mengetik drafl surat pengentar sefla
menyampaihan kepeds Kasubbeg Umum den
Hapagawsian

Memerikss Graft sutel penganiar besara berkas usulan
kenathen panghet pilihen, jike tidek setuju dikembaliken
hapade Pemroses Adminietrasl Kepegawsisn uniuk
dperhiali jike satisju dipare! dan disampeikan kepads

Meneifti & oft suret mmv‘ﬁim'b«u. usulan
kensikan panghet piinen, jika tidak setuju dikembaelikan
apede Kesubbag Umum den Kepegewaisn uniuk
Gperbally. jike setuyu dipare! dan disampaiken kepads
Kapsia Dines

Meneitti oreft sural pengantar beserta berkas usulan
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEP DUKAN DAN
PENCATATAN SIPI)'DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH %

PARLINDUNGAN HARAHAP SH MM
F EMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PELAYANAN TAMU

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik:

2. Peraturan Bupeti Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Keteltian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

OhLN =

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Standar Operasional Prosedur

1 Peraturanperundang-undangan
2. Buku Register

P

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang raemperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku
Pengadmin
e ANNVRa istrasi | Tamu |<28ubbag Umum) Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Umin 8 Kepegawaian SKPD

Mempersilakan tamu untuk duduk di ruang Buku Tamu 15 Menit |Buku Tamu
1 |tunggu, dan meminta kepada tamu untuk q

mengisi buku tamu

Buku Tamu 5 Menit |Data tamu

2 Mengisi buku tamu, diserahkan kepada

Pengadministrasi Umum i

Melaporkan kedatangan tamu kepada Data tamu 5 Menit |Laporan kedatangan
3 |Kasubbag Umwum dan Kepegawaian dan * tamu

kepada Sekretaris SKPD

Memberikan arahan, jika tidak berkenan Laporan kedatangan tamu| 5 Menit |Arahan/Disposisi

maka tamu ditolak, jika berkenan maka
4 |dipersilakan tamu untuk menemui Kepala

SKPD/Sekretaris/Kepala Bidang atau

Pejabat /PNS lainnya yang dituju

Arahan 5 menit |Pengantaran tamu ke

5 Mengantarkan tamu untuk bertemu pejabat “ tujuan

sesuai dengan tujuan kedatangan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

| Tanggal Revisi

|_Tanggal Pengesahaan
Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL BAERAH,

7

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP

PELAYANAN USULAN KARIS, KARSU, KARPEG

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

OHhON

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik :
Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Standar Operasional Prosedur

1.

Peraturan perundang-undangan

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan =

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPEMDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILLOAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH %

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI S!PIL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanulii Selatan.

Keterkaitan

Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Intemet
Menmiliki Ketelitian yang baik :
Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

OhON=

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan IKM
ﬂ 2. SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur

1. Peraturan perundang-undangan
Buku Register

ATK, PC (Komputer)

Jaringan internet

INEREN

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan Waktu Output
.- Kasubbag Pemroses .
No. Axtivitas K
° Umum& | Administrasi | STe2" | Kepala SKPD eterangan
Kepegawaian | Kepegawaian
1 |Memerintahkan Pemroses Administrasi Kepegawaian Disposisi 5 menit |disposisi
untuk menyiapkan bahan/data Pembinaan PNS !‘
— |
2 |Menyiapkan bahan/data Pembinaan PNS dan Data dan bahan 3Jam |Data dan bahan
diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian
3 |Memeriksa bahan/data pembinaan PNS, jika tidak Data dan tahan 15 Menit |Konsep bahan
setuju dikembalikan kepada Pemroses Administrasi pembinaan PNS
Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diserah&an va
kepada Sekretaris SKPD
4 |Memeriksa bahan/data pembinaan PNS, jika tidak tidak Konsep bahan 5 menit |Draft bahan
setuju dikembalikan kepada Kasubag Umum dan pembinaan PNS pembinaan PNS
Kepegawaian untuk diperbaixi, Jika setuju diseraivkan ya
kepada Kepala SKPD
5 [Memeriksa bahan/data pembinaan PNS, jika tidak tidak Draft bahan pembinaan | 5 menit |Bahan Pembinaan
setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk PNS PNS
diperbaiki, Jika setuju memerirdahkan Sekretaris
untuk melaksanakan pembinaan PNS
—
6 [Menerima bahan data pembinaan PNS dan Bahan Pembinaan PNS | 5 menit |Bahan Pembinaan
memerintahkan Kasubbag Umum Kepegawaian urntuk PNS
melakukan pembinaan PNS
7 |Melakukan pembinaan PNS Bahan Pembinaan PNS 1 hari |Pembinaan PNS




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENQUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL RAH,

K

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

iNama SOP PENGAGENDAAN SURAT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik :
Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

OO

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Standar Operasional Prosedur

1. Peraturan perundang-undangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket
Agendaris Kelengkapan waktu Output
Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar, Surat yang akan dikiim |5 Menit  |Surat Keluar
selanjutnya memberikan nomor pada surat keluar pada Buku
Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar
Menyerahkan surat kefuar kepada caraka untuk dikirim, Surat Keluar dan Tanda 10 menit {Surat Keluar dan Tanda
selanjutnya mencatat surat masuk pada lembar pengantar terima terima
surat untuk surat masuk
Menyampaikan dan melaporkan surat masuk kepada Surat Keluardan Tanda |60 Menit |Surat Keluar dan Tanda
kasubbag umum kepegawaian * terima terima




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal P

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KAN DAN
PENCATATAN S DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH %

PARLI(DUNGAN HARAHAP SH MM
PEM3INA UTAMA MUDA
NIP 19670506 199803 1 001

Nama SOP PENGIRIMAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Bupati Tapanu!li Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah,;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kahupaten Tapanuli Selatan.

1. Sanana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial

2 Memahami Pedoman Tata Kearsipan

3 Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan internet
4. Memiliki Ketelitian yang baik

5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Standar Operasional Prosedur

1. Peraturanperundang-undangan
2. ATK PC (Komputer)
3 Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Aktivit Pela Mutu Baku Ket
No o ksana
Caraka Kelengkapan waktu  |Output
1. |Menerima Surat yang akan dikirimkan ke Surat yang akan dikirim 5 Menit  |Surat Keluar
Instansi ertentu -
2 |Membuat daftar tanda terima sesuai dengan Surat Keluar dan Tanda terima 10 menit |Surat Keluar dan Tanda
tujuan surat tersebut “ terima
1
3 |Melakukan pengiriman surat sesuai tujuan Surat Keluar dan Tanda terima 60 Menit |Surat Keluar dan Tanda
surat tersebut * terima
4 |Memintatanda terima surat pada petugas yang Surat Keluar dan Tanda terima 5menit [Surat Keluar diteima
menenma surat yang dikinm
5 |Melaporkan hasil penginman surat kepada "i Tanda terima 5 Menit  |Dokumentasi berkas
atasan




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPE KAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH %

PARLINDUNGAN HARAHAP SH MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001 )

Nama SOP PENGUSULAN KENAIKAN GAJIi BERKALA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik:

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintaharn/Hukum/Sos:al
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Intemet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

aOBhWN =

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan IKM
2. SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur

P

1. Peraturan perundang-undangan
2. Buku Register

3. ATK. PC (Komputer)
4. Jaringan internet

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat perigurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAERAH,

Za

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

3. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Menmiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskan yang baik

o hrowN

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pembinaan PNS

1. Peraturan perundang-undangan
2. Buku Register

3. ATK, PC (Komputer)

4. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketenituan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku T
Kasubbeg Pemroses e
Madvitas den i Sekretans | Kepala |Pengadmaust Ketengkapan Waiktu Custput !
" ) SKPO SKPO rasi Umum
Memenntahkan Pemroses Administ-asi Kepegawaian untuk Lembar disposis: S Menit |Konsep Surat Pengantar
menyapkan berkas usulan Kenailcan Pangkat Reguler PNS_
dan memerintahkan membusl Surst Pengantar
Menyiapkan berkas usulan Kenaikan Pangkat Reguler, dan F s MRPS&J‘G Py SK CPNSF;docov;:h 30 Mentt [Draft Surat Pengantar dan
PNS. Fatocopy tahun teraktw) Fotocopy L “ o amar i
mengetik Draft Surat Pengastar, disershkan kepada “ Pargpeat Terabtw, Fotccopy SK PMK. Fotacopy STLUD. Berkas Usuian ,
Kasubbeg Umum dan Kepegswaian Fotocopy DP3 2 Tahun terskiw, Fotocopy ljazsh terakiwe Pangkat |
Memeriksa kelengkapan berkes dan Draft Surat Pengantar, ‘ Draft Surat Pengantar. dan Berkas Usulan 30 Menit (Draft Surat Pengantar. can /Wakt sengsskasan :
jiks tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Tidak Kenaikan Pangkat Berkas Usulan Kenaskan | Dectas uri ﬁ |
Administrasi Kepegawaian ustuk diperbaiki, jika setuju Pangkat Jengan sl PNS yang
diparef, diserahkan kepada Sekretaris SKPD Ya Saryak caget dtamtar
1 |
Memeriksa Draft Surat Pengastar, jika tidak setuju Tidak Draft Surat Pengantar, dan Berkas Usulan 5 Mentt |Draft Surat Pengantar. can |
dikembaiikan kepada Kasubbag Usnyum dan Kepegawaian Kenaikan Pangkat Berkas Usulan Kenasan |
untuk diperbaiki, jika setuju diperaf, diserahkan kepade Yo Pangkat j i
Kepale SKPD | {
Memeriksa Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju | Draft Surat Pengantar, dan Beraas Usulan 5 Menit |Surat Pengantar, dan 1
dikembelikan kepada Sekretasis SIKPD untuk diperbaiki, jika Tidak Kenaikan Pangkat Berkas Usulan Kenaskan |
seluju diperef diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Pangkat i
Kepegawaian — J : i
Memenntahkan Pengadminisiasi Usnum untuk Surat Pengantar. dan Berkas Usulan Kenaikan | 5 Menrt |Surat Pengantar, dan i
mengagendakan Surat Pengantar Pangkat Berkas Usulan Kenaskan |
Pangkat {
i |
Mengagendakan Surat Pengentar, diarsipkan dan | Surat Pengantar. dan Berkas Usulan Kenaikan | 15 Menit [Dokumentas: Berkas |
disershken kepada caraka unkk di kifim kepada BKD @ Pangkat i
i




TNV ONT |
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahaan
'rﬂ?aahgﬁn Oleh KEPALA DINAS KEPENBUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL RAH,
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 4
_ PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PELAYANAN PELAYANAN SURAT PINDAH DATANG ANTAR
KECAMATAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi| 1. Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 | 2. Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
tentang Admistrasi Kependudukan 4. Memiliki Ketelitian yang baik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang | 5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;
5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga 2. Database SIAK
3. Buku Register dan Blangko
4. Blangko /Formulir
5. ATK, PC (Komputer)

o

. Jaringan internet
Pencatatan dan Pendataan

| Peringatan
Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang.




10 Menerima Kartu Keluarga dengan menunjukkan
tanda bukti pengambilan

Pelaksana Mutu Baku
No. . . Kegilstan Pengolah data | Administrator Keterangan
3 Pemohon Mutasl SIAK Mutasl Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Output
Pengantar RT. Lurah,
Mengajukan berkas permohonan pindah * berkas surat pidan | 5 ™ent [perkas surat pndan | !
Menerima dan mengoreksi berkas permohonan ATK |
pindah, jika berkas tidak lengkap dikembalikan y Komputer SIAK. Berkas surat Pindah }
kepada pemohon. Jika berkas sudah lengkap e berkas surat pindeh. 10 Ment lengksp f
diteruskan kepada Administrator SIAK Mutasi Tidak | - ouk nd |
Penduduk _Ya_ i agenm |
f'
mengambil data secara online dari Kece natan asal ATK SoP {
dipindahkan kepada Kecamatan tujuan, dan vV Kemputer SIAK 10 Menit | <OTSeP Kartu Pelaysnar |
mencetak konsep kartu keluarga, kemudian ) Keluarga Karny |
. berkas surat pindah, K etuarge |
diteruskan kepada Kasi “Ya | |
Mengoreksi berkas surat keterangan pindah dan [ "
konsep Kartu Keluarga, jika berkas tidak lengkap ATK l
dan tidak sesual dengan berkas permohonan di indah 1 Konsep Kartu |
4 |kembaiikan kepada Administrator SIAK Mutasi Tidak ;:;"u‘;";“;_”“ ah, | 10ment | 0 arga (KK) ;
Penduduk , jika berkas lengkap dan benar - - . 9 {
diteruskan kepada Kepala Bidang (_Ya ) |
Mengoreksi konsep Kartu Keluarga. Jika tidak |
sesuai dengan berkas dikembalikan ke Kasi ATK Konsep Kartu
5 |identitas Penduduk .10 Menit
deri p.f.’: oo mﬂ"kc‘};’mﬁ?&; [_Tidak_| Konsep KK M |ketuarga (KK) ?
SIAK Mutasl Penduduk - .
Mencetak Kartu Keluarga dan diteruskan kepada l
7 |Kepsia Dinas Untusk ditandatangani ATK 5Mentt |Kartu Kelusrga (KK) ,
|
menandatangani Kartu Keluarga dan diteruskan ATK |
8 |kepada Pengoiah data Mutasi Penduduk # 5Ment |Kartu Keluarga (KK) !
|
Meregistrasi, membubuhkan Cap Dinas, Memilah 3
¢ |berkas, dan menyerahkan kepada pemohon ATK SMent |Kartu Keluarga (KK) !
]
|
Bukti pengambilan 5 Ment  |Kartu Keluarga (XX) |
|
J




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tan§gal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEPENPUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PAERAH,

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
" PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506.199803 1 001

Nama SOP

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN PENDUDUK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Diingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

s w N

o

A

Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik g gj:(ibgzzigtl:r'(dan Slarok
. . ngko
3. SOP Penerbitan KK 4. Blangko /Formulir
5. ATK, PC (Komputer)
6. Jaringan internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku
Pengelola Kasi Pengolahan
No. Kegiatan Pengolahan dan dan Penyajian Tim Kadis Kelengkapan Waktu 5 Keterangan
Penyajlan Data Data
Kependudukan Kependudukan
1 |membuat rancangan SK Bupati tentang Tim penyusunan dan Komputer, printer, ATK Tentatif |Draft SK Walikota Terkait SOP
Diseminasi Profil perkembangan kependudukan, selanjutnya - Penerbitan
disahkan Kabid, Sekretaris, Kadis untuk proses selaniutnya SK Walikota
2 |membahas rencana kerja penyusunan profil, mengumpulkan Komputer, printer, ATK, 3 Bulan |Draft Profil
data, mengolah data Kependudukan hasil konsolidasi, menulis kendaraan bermotor I
naskah profil, menganalisis dan mencetak naskah profil, i |
menentukan jadwal diseminasi, mengirimkan undangan ke
peserta diseminasi
3 |melaksanakan diseminasi dan mengumpulkan hasil koreksi dari Gedung, peserta, ATK, 3Jam |Draft profil hasil
peserta diseminasi, kemudian diteruskan ke Tim Sound Sistem. Laptop, koreksi
infocus, spanduk
4 |menyempurnakan, mencetak, menggandakan profil serta ATK, Komputer, Percetakan | 3 minggu |Profil
meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Buku
S |menandatangani kata pengantar profil perkembangan ATK 10 Menit |Profil
kependudukan, memberikan arahan lebih lanjut kepada Kasi
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
6 |menerima arahan lebih lanjut dari Kadis untuk kemudian ATK 25 menit | Profil
memberikan arahan lebih lanjut kepada Pengelola Pengolahan
dan Penyajian Data Kependudukan
7 |Meregistrasi buku Profil Perkembangan Kependudukan dan — ATK 1jam Profil
berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan kepegawaian dalam & Terkait SOP
pemberian nomor, cap dan mengirimkannya ke internal Dinas Pengiriman
maupun ke instansi terkait surat keluar




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tanggal Revisi

Tang_gal Pejgesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENUUDUKAN DAN

PENCATATAN SIP|)/DAERAH

#

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH. MM
" PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

1. Sarmana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
2. Memahami Pedoman Tata Kearsipan
3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
4. Memiliki Ketelitian yang baik
5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga

Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko

Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)

Jaringan internet

OO A WN 2

P

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




ke Pengelola Pengolahan dan Penyajian Cota

Pelaksana Myt Tany
Kabid
Per gelolaan
Pengelola Informasi
Kas! Pengolahan
LY Kegiatan Pengolshandan | Penysjian Data Administrasi ot Wakte Keterangan
Penyajian Data wdukan Kependuduka
Kependudukan ' ndan
Pemanfaatan
Data
1 data penyelenggaraan administrasi Komputer, Printer, ATK 1 minggu |Korsep Lagoran
dari setiap Bidang. Mengolah dan merekapitulasi Prrrymiorgga s
data tersebut, kemudian diteruskan ke Kasi r’? Adrrinduh per E
H semester 1
2 data rekapitulasi data penyelenggaraan administrasi - :D ATX 10 menit [Konsegp Laporan ;
sekaligus membuat Laporan Staf yang ditujukan @ Penyeienggarian {
Sekretaris Daerah. Jika data penyelenggaraan administrasi Adrmindui per {
tidak disetujul dikembalikan ke Pengelola semester yang sucal |
dan Penyajian Data Kependudukan, jika disetujui dikoreks: f
ke kabid i
3 dan mengetahusl data penyelenggaraan administrasi ATK 10 menit |Konsep Laporan f
dan Laporan Staf. Jika disetujui diteruskan ke —] ‘ Penysienggaraar |
jika tidak disetujui dikembaslikan kepada Kasi. Admindui per i
semester yang war |
dikoreks: i
4 data penyelenggaraan administrasi kependudukan dan ATK 10 memit |Konsep Laporar {
Staf, kemudian diteruskan ke kadis Penyeienggaraz> |
Adminduk per {
semester yang sudae |
dikoreks: |
3 Laporan Staf dan memaraf data ATK Laporan Staf ke [Taruar SOP
administrasi kependudukan untuk diteruskan Sexda. Konses | Pergprman
Sedda untuk ditandatangani Laporan fs.nt Cevans
Penyeienggaraar
Adrmenchsk per }
semester |
[4 data penyelenggaraan administrasi kependudukan ATK Laporan
telsh ditandatangani Sekda untuk kemudian memberikan Penyeienggaraan |
ASrmancuk et




Meregistrasi data penyelenggaraan administrasi kependudukan
dan berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan kepegawaian
dalam pemberian nomor, cap, dan mengirimkannya ke Gubernur

ATK, Buby agenda, cap,

Laporan
Penyeienggarsan
Advrindub per

t

Surat Keluar




Tanggal Revisi

Tanmal Pengesahaan

Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

PARLINDUNGAN HARAHAP Sk M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670506 1969803 ¢ 00

Nama SOP PELAYANAN KARTU IDENTITAS PENDUDUX RENTAN

Desar Hukum Kualifikas: Pelaksana

Sarjana Administras: Negara/PemerintaharvHukum/Sos:al
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan internet
Memiliki Keteltian yang baik

Memahami Pecoman Tata Naskah yang bark

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

NdWN o

s w N

Keterkaitan Peralatan dan Periengkapan

1. SOP Pelayanani_erubahan Database Peraturan perundang-undangan tentang Administras: Kependudukan

) P Database SIAK
SOP Pelayanan Kartu Keluarga Buku Register dan Blangko

Blangko /Formulir
ATK, PC (Komputer)
Jarnngan internet

DOUHEWN =

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja | - Disimpan sebagai data slektronik dan arsip manual
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.




”M
S wrs
{
-
1
Y Serean
ke paca pemoon (%2 " ' . ——
T S, Tegsler < et
iengkap dterusian kepeca ok ATH
SIAK Pendstaan Pendudut . SergeToe
date Penduduk Rertan, dverfikas: v - Berxas Permohonan - ot i
AlBdan dierusian ke Kss . ATK S thore TR -
- Kompus: Raraen 1
‘dok Penduduk R Jica v i
semm dengan berkas dikembaikan > Ya ;
SIAK Pendatasn Tidak - Domsmer i
. jika benar diben paref den - ATK Berkss Permononan S Mert |agrenas S
kepads Katxd Peisyanan Reran- ‘
Penduduk (
dokumen Penduduk Rentan Jika
semm dengan berkas dikembakkan he |- Coxamen
Pesiatasn , jis benar dben parsf dan Tidak - ATK, Berkas Permahonan S Mant | s FeraucE
jdterusian ke kadis uh-a i
- 4
doka Penduduk Rentan ‘ :
v - Domumen {
dan ditessikan kepads Pengoish data - ATK S Mert | s Pencuas | |
|Rertar t
membubunkan Cap Dinas. dan v - Dotumen V'
v -ATK dan Buku Agenda 5 Ment | aomencus Pencucu | i
epeds perncho Rertar |
nredokumen Pendudk Rertan v oy
e - -ATK 5 Ment admnaLa Penouaus | {
o ssnunyuidean tanda |Rerear i J




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

| Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPAL DAERAH,

R

~ PARLINDUNGAN HARAHAP, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PELAYANAN LEGALISIR AKTA PENCATATAN SIPIL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelaniran

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

nA W N

o

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Menmiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

aOrLON =

Ketarkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Pelayanan Penerbitan NIK,KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran

1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
2. Database SIAK

3. Buku Register dan Blangko

4. Blangko /Formulir

5. ATK, PC (Komputer)

6. Jaringan interet

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
Scetentuan Undang Undang.

- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Mutu Baku

yang sudah dilegalisir

Pencatatan Sipil

sudah ditandatangani

Pelaksana
No. Keglatan Pemroses | Administrator Kabid/Sekretaris/ Keterangan
P h i
emohon Dokumen | SIAK Pencapil Kasi Kadis Kelengkapan Waltu £berkss Outpat
1 |Mengajukan permohonan legalisir Foto copy SOP
‘ Akta Pencatatan Sipil kepada Pemroses Foto copy Akta Akta Pembuatan
Dokumen - P tpy Sipil 5 Menit - Akta Pencatatan Sipil |Akta
Ya encatatan Sipi Pencatatan
: Sipil
2 |Menerima foto copy Akta Pencatatan Sipil
dan diteruskan ke Administrator SIAK Y
Pencapil - - ATK 10Menit |- Akta Pencatatan Sipi
Tidak
3 |Mengecek kebenaran dokumen Akta I
Pencatatan Sipil, jika tidak sesuai dengan s
database maka dikembaikan ke Pemohon, L Komputer SIAK 10Menit |- Akta Pencatatan Sipil
;Ika benar diteruskan ke Kasi
4 |Mengoreksl dan memparef fotocopy Akta
Pencatatan Sipil , kemudian diteruskan ke
Kabid/Sekretaris/Kadis untuk di tandatangani i ATK 5Menit |- Akta Pencatatan Sipil
§ |Menandatangani foto copy Akta Pencatatan *
Sipil dan diserahkan kepada pemroses
do'l)::nnen ATK 5 Menit - Akta Pencatatan Sipil
6 |Mengagendakan dan memberi ép dinas
serta menyerahkan foto copy Akta - Arsip Akta Pencaiatan
Pencatatan Sipil yang sudah dilegalisir ke ATK 5 Menit Sipil yang sudah
Pemohon dilegalisir
P
7 [Menerima foto copy Akta Pencatatan Sipil vV - Foto copy Akta Akta - foto copy Akta
) 5 Menit Pencatatan Sipil yang




ranggal Revisi
Tamgl Parﬂesahaan
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPY. DAERAH,
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN ,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH '%
PARLINDUNGAN HARAHAP, SH. MM
" PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PELAYANAN PENERBITAN KIA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Uindang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik:

4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

S. Peraturan Bupali Tapanuli Selatars Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoinan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintaharn/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

BN =

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Pelayanan Penerbitan NIK, KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran

Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko

Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)

Jaringan internet

oA WN =

P

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas wakitu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

Nomor SOP |




Mutu Baku

Mengajukan permohonan pembuatan KIA

IR a | Administrator . aciaibicd Kdﬁﬁﬁﬁa’ﬁ‘i’
Pemohon .| SIAK Identitas Kelengkapan Waktu / berkas Output 2
‘ : Penduduk
photo copy KK, akta
’ kelahiran, pas photo 5 Menit Berkas Permohonan

terbaru 3X4 (satu) lembar

Menerima mengoreksi kelengkapan persyaratan. Jika

Tidak

berkas permohonan

menerima KIA

persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada Ya i
pemohon, jika persyaratan lengkap maka diteruskan - Berkas Permohonan 10 Menit lengkap
ke Administrator SIAK Identitas penduduk
N -Komputer SIAK dan
Melakukan scan poto dan pencetakan data KIA {usia O * scanner, -
s/d 5 tahun tidak menggunkan poto, 5 s/d 17 tahun printer 10 Menit KIA
kurang 1 hari menggunakan poto) -ATK
- blanko KIA

meregistrasi KIA dan diteruskan kepada pemohon * ATK, buku agenda 5 Menit KIA

& tanda bukti pengambilan 5 Menit KIA




L langgal Pembustan e —‘\

Tanggal Revisi —\
Tanggal F‘e‘nggsahaan —
Disahkan Oieh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL/DAERAH, W

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 4
PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
" PEMBINA UTAMA MUDA
, NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PELAYANAN PEMBUATAN KTP EL-BARU
Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran:;

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

S. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

6. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

bW -

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2 SOP Pelayanan Penerbitan NIK,KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran

Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko
Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)
Jaringan internet

OB WN

Peri

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




menenma KTP-el

Y
N TR e e
photo copy KK SIAK, pas
Mengajukan permohonan pembuatan KTP-el photo terbaru 3X4 (satu) 5 Menit Berkas Permohasan
lembar
Menerima mengoreksi kelengkapan persyaratan. Jika
persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan kepada Tidak )\ i berh
pemohon, jika persyaratan lengkap maka diteruskan .‘, L - Berkas Permohonan 10 Menit lenak :
ke Administrator SIAK |dentitas penduduk untuk
melakukan perekaman data KTP-el
.V -Ki K - tanda bukt sudab

melakukan perekaman KTP-el dan diteruskan kepada — Ya . Aﬁputer SlA 10 Menit melakukan persiaman
Petugas Pencetakan KTP-el di Dinas A - berkas permohonan KTP-el
Melakukan Konsolidasi data perekaman KTP-el Y
kepada Kemendagn, jika data bermasalah Q ATK, Printer Vargo, blanko
dikembalikan kepada administrator SIAK identitas Tidak KTP -el tinta ribbon. Film 1 Hari KTP-el
penduduk, jika tidak bermasalah dilakukan pencetakan inter : bersih '
KTP-el dan diregistrasi, selanjutnya diteruskan kepada pnnier, pem prntes
TPDK Kecamatan
meregistrasi KTP-el dan diteruskan kepada pemohon Remend ATK, buku agenda S Menit KTP-el

5__ tanda bukti pengambilan SMenit  [KTP-el




LT anggsl Pembuatan 1 \

Tanggel Revis %

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Ofeh KEPALA DINAS KEPENDUDUWAN TAN ]
PENCATATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 4

PARLINDUNGAN HARAHAP SH MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 1967050€ 199803 1 001

Nama SOP PELAYANAN AKTA RUSAK/HILANG

Dasar Hukum Kualfikas: Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi| 1 Sarjana Administras: Negara/PemerintaharvHukum/Sos:al |
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 | 2 Memahami Pedoman Tata Kearsipan {
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3 Memuiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet f
tentang Admistrasi Kependudukan 4. Memiliki Keteitian yang bark !

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang | § Memaham Pedoman Tata Naskah yang bak ’
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatar: Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor © Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

S. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian !
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil f
Daerah;

6 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Opesasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Pelayanan Penerbitan NIK,KK Unttuk Percepatan Akta Kelahiran

1 Peraturanperundang-undangan tentang Administras: Kependudukan
2 Database SIAK

3. Buku Register dan Blangko
4. Blangko /Formulir
S ATK PC (Komputer)

6 Janngan intemet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas wakiu yang ditentukan dapat dlikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku
(N Keglatan Pemroses Administrator Keter
angan
Pemohon Dokumen SIAK Pencapll Penata Arsip Kasl Kebid Kadis Kelongkapan Waikty / berkas Output
1 jukan permohonen Alds Rusak, Hilang )
Pembuatan
foto copy akda, laporan
hiltang, kk, idp s - Aido Poncetstan Sipi :m
Ya . encatatan
Sigil
2 [Menerima, mengoreksi kelengkapan
ratan. Jiks tidak lengkap dikembaliken | | Tidak v
pemohon, jiks persyaratan lengkap @ Komputer, ATK, Buku s | e P .
petugas meregistrasi mencatst dan membust Agends o catzn Sipr
ukti pengambilen diterusken kepada pransts
; 1
«t dsta den mencetak s v
'.';wm k | "°““"| 'i ' Kompiter SIAK, Printer 10 Ment |- psa Percataran Soi |
4 bulas Register Akta rusak, hilang dsn 1
kepede Kasi ATK 2 Ment - Aty Fencatatar Soit | ;
s berkas dan regisier Akda rusak, : i
memverivikasi, memberikan catstan Ya ‘f f
register sesuai keperivan pemohon, ATH £ Memt r.lm&m&a‘: b
pearsf dar: dieruskan kepada ’ | "
) §
[ eks:, memverifikssi, memberikan ;
konsep Akta Russk, Hileng Jiks data Tidak ],
mmh:::‘ ' L ATH SMent |- fucs Fencatatar Soi
smistrator SAK i ‘
B8 1]
"Aml Dinas Uns I'i""lw * “ormputer S Memt mea:
[ Regisier dan Kufipan Axta , I |
dRerusian kepada pemroses Akta rwcnwam: ’ i < Wet _ 2gts Sercararar Sou
s Cap Dinas. Memiah berkas , ] ‘
dan Kafipan Alta, menyerahian - Ot copy a2, apararn : SMent - facs Cercamar Soi
pemohon miang, & o<
n - . _
Kuipan Akta dengan menunjuiian - - copy ca ‘aporan = P . Sl




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Dasar Hasikum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagamana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Talwun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
i Kepemilikan Akta Kelahiran
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

na @ N

o0

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Tanggal Pembuatan —
Tanggai Revisi —\
Tanggal Pengesahaan —\
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEP DUKAN DAN
PENCATATAN SIPI)/DAERAH W
PARLINDUNGAN HARAHAP SH MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
Kualifikasi Pelaksana
1. Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharVHukum/Sos:al
2. Memahami Pedoman Tata Kearsipan
3. Memiliki Kemampuan Mer.goperasikan Komputer dan Internet
4. Memiliki Ketelitian yang baik
5.

Keterkaitan Peralatan dan Perlengk_apan
1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
2 SOP Pelayanan Penerbitan NIK,KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran 2. Database SIAK
. 3. Buku Register dan Blangko
3. SOP Penerbitan KIA 4. Blangko /Formulir
5. ATK, PC (Komputer)
6. _Jarnngan intemet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dalam haai pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan findakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuay Undang Undang.

- Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




{ Pelaksana Mutu Baku \
’No- Keglatan Pemroses Akta | Administrator Waktu / T Keterangan
Pemohon kelahiran | SIAK Kelahiran| '®%! | Kabid | Kadis Kelengkapan berkas Quiput
Berkas Permohonan dan
1 |Mengauken permohonan Akta Kelahican ‘ persyaratan Sment |Berkas permohonan
ATK
Menesina dan mengoreksi kelengkapan ) ey ATK
2 persysratan.Jika §dak lengkap dikembabikan ke h <X Ya | Komputer, printer 15 Mend Berkas Permohonan
pemohon Jika persyaratan lengkap diteruskan I ‘ Buku Agenda
kepada Adrministrator SIAK Kelahiran Tidak
s v
Mengrput data den mencetak konsep akta Komputer SIAK,Printer, )
3 | Kelshren dan dReruskan kepada Kesi ATK 10Ment  |Kons.p Kutipan Akta
Mengereksi, memverifikasi, memberkan parat \ Ya
konsepAkta Kelahiran, Jika data tidek sesusi . ?’
4 |dengea berkas dikembalikan kepada . Tidak ATK Sment |Konsep Kutipan Akta
Adiminisirator SIAK Ketahiran dan jika sesusi
dengan berkas dieruskan kepada Kabid.
Mengaeksi, smemverifikasi, memberkan paraf —_l ¥ Ya_,
konsepAkta Kelahiran Jika data tidek sesuai .. Tdak .oa
S |denga berkas dikembalikan kepada Kasi dan ATK SMent |Konsep Kutpar Axta
jika sesusi dengan berkas diteruskan kepada }
Adeninsirator SIAK Kelahiran
v
Menceiak Akt Kelshiran dan diteruskan kepada Komputer SIAK Pnnter. . :
7 K D Unbsk di tangani * ATK. Blanko kutipan Akta S Menit Z;e'stetdanl(m
dan Regrster Akta
. v gt i Register dan Kuti Akta dan ‘L Regester dan Kutipan
diteruskan kepeda pemroses Akta Kelshiran ATK 3Menit |Akta yang sudsh
ditandatangani
o Memnbubuhian Cap Dinas, Memilah berkas -A—\L~ Regster dan Kutipan
registes dan Kausipan Akta, menyerahkan kepada | agend Menit Alia yang
Cap Dinas, Buk sudah
o ccsin apines, Tk al 2 dtandatangani dan di
{ ben cap Dinas
10 Memesime Kuslipan Akta dengan memunjukdkan *
bulkti pengamibilan Bukti Pengambitan 2Menit  |Kutipan Akta




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN -
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

[ Tanggal Revisi

Tanggal Pergesahaan
Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIlDAERAH,

PARLANDUNGAN HARAHAP, SH, MM
* PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP

PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PENGAKUAN ANAK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tzhun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

wAa W N

o

OB LN

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Intemet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Peralatan dan Perlengkapan

Keterkaitan
1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
2. SOP Pelayanan Penerbitan NIK, KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran g ga‘t(abFazse .St'AKd Blanak
) . Buku Register dan Blangko

3. SOP Penerbitan KIA 4. Blangko /Formulir
5. ATK PC (Komputer)
6. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku
Pemroses Akta | Administrator SIAK Kabid ol Waktu /
Pengakuan Anak| Pengakuan Anak sl Kadis ngkapan berkas Output
Berkas Permohonan dan
persyaratan 5 mentt Berkas permohonan
Ya | ATK
ATK
Komputer, printer 9 Berkas Permohonan
Buku Agenda 5 Mok
Administrator SIAK Pengakuan Anak ' v :
a
Menginput deta dan mencetak konsep Akta -
3 |Pengakuan Anak dan Catatan Pinggir Akta serta 1 ATK, Kurel me,a 5 Mennt Cm:“ﬁ Pengakuan
diterusken kepada Kesl | anak
Mengoreksi, memvenfikasi, memberikan paref (a Tidak
konsep Alkta Pengakuan Anak dan Catatan b i f__j '_
Pinggir Aids, Jika data idak sesusi dengan berkas Komputer SIAK, Printer,
4 | maka dkembalikan kepads Administrator SIAK AL B 7 10Menkt  [Koneep Kutipan Alte
Pengakuen Anak dan jike sesuai dengan berkas
diteruskan kepade Kabid,
Me:J0orelsl, memverifikesi, memberikan parsf r Tidak ]
konsep Akta Pengakuen Anak dan Cetstan S,
Pinggir Akta, Jika deta tidak sesual dengan berkas
5 |maka dikembalikan kepada Adminstrator SIAK ATK 5 ment Konsep Kutipan Akla
Pengakuan Anak dan jiks sesual dengan berkss .
diterusksn kepeds Administrator SIAK Pengakuan
Ansk
register, kufipan ekia, Catatan Pinggir Komputer SIAK, Pnnter
7 |Akta den diteruskan kepada Kadis untuk —‘ ATK, Blanko kutipan Akta | 5 Mentt Zm"""" dan Kutpen
dapn Blanko reqrster Akl
Menandatangeni Register, Kutipan Akta Regmter dan Kutipsn
8 |Pengakuan Anak dan diteruskan kepeda ATK 3 Ment  |Akta yang sudah
pemroses Akta Pengakuan Anak ditandstangani
Register dan Kutipan
Membubuhkan Cap Dinss, Memilah berkes Akta yang sudah
9 |register, Kulipan Akta dan Catatan Pinggir Akta, Cap inas, Buku agends 2 Mentt ddandstangeni dan di
serta menyerahkan kepada pemohon ber cap Dines
Menerima Kutipen Akta Pengakuan Anak dan
10 |Catatan Pinggir Akts dengan menunjukkan bukt Bukt Pengambilan 2 Mennt  |Kutipan Akta




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tan

| Tangga!l Pembuatan
Tenggal Revisi

al Pengesahaan

.,

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEPE DAN
PENCATATAN SIPIL ZAERAH.

7

PARLINDUNGAN HARAHAP SH. MM

—\
1\
j\

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PELAYANAN PENCATATAN AKTA PENGESAHAN ANAK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UndangUndang WNomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2006

tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaraian dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

4. Peraturan Dasrah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

S. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintshan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database

2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik

nswWN -

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Peralatan dan Perlengkapan

3. SOP Penerbitan KK

Peringatan

Dalam hal pebat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja

OB WN

Peraturanperundang-undangan tentang Administras: Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko

Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)

Jaringan internet

Pencatatan dan Pendataan

melakukan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas wakiu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektrorik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku
Kegi Administrator Ket n
No. iatan Pemroses Akta SIAK . . Waktu / 9
emohon i K ka Output
P kelahiran Pengesahan Kasi Kabid | Sekretaris| Kadis elengkapan berkas
___Anak
Berkas Permohonan dan
1 ratol}ukm permohonan Akta Pengesahan Anak ——)- persyaratan 5menit |Berkas permohanan
ATK
enerima dan mengoreksi kelengkapan Tl \ " Ya ATK
2 Jka tidak lengkap dikembalikan ke = ~—— Komputer, printer 15 Menit |Berkas Permohanan
mohon. Jika persyaratan lengkap diteruskan Buku Agenda
da Administrator SIAK Pengesahan Anak.
\4 .
N data dan mencetak konsep Catatan 0 i Komputer SIAK Printer, 10 Menit Konsep Catatan Tepi
epi Akta dan diteruskan kepada Kasi ATK Akta
ksi, memverifikasi, memberikan paraf Tidak | Tya_1
Kutipan Akta. Jika data tidak sesuai E— ‘ g .
4 berkas maka dikembalikan kepada ATK | S menit Kn Kt p Catatan Tepi
SIAK Pengesahan Anak dan jika
dengan berkas diteruskan kepada Kabid.
memverifikasi, nemberikan paraf el H a i
Kutipan Akta. Jika data tidak sesuai [ Tidak ] G Konsep Catatan Tepi
E) berkas maka dikembalikan kepada Kasi ATK e Akta P °
jika sesusi dengan berkas diteruskan kepada *
SIAK Pengesahan Anak [
\4 -
s . Komputer SIAK Printer,
6 o T o Qneruskan * ATK, Blanko kutipan Akta | 5 Menit  |Catatan Tepi Akl
ngan. dan Blanko register Akta
7 Catatan Tepi Akta, serta \L ATK 3 Menit Catatan Tepi Akia yang
kepada pemroses Akta Kelahiran * sudah ditandatangani
bubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas \1/ Catatan Tepi Akta yang
8 ister dan Kutipan Akta, menyerahkan kepada Cap Dinas, Buku agenda 2 Menit sudah ditandatangani
mohon dan di beri cap Dinas
ima Kulipan Akta dengan menunjukkan bukti ‘} -
9 mmm Y h‘] w Bukt Pengambilan 2 Menit  |Catatan Tepi Aka




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

' anggal rEmoualian
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan .
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPCWDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.OAERAH.

Za

PARLINDUNGAN HARAHAP SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PELAYANAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

i

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undanglndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah;

5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

bw

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahar/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

MAWN

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik
3. SOP Penerbitan KK

Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko

Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)

Jaringan internet

DA WN =

Peri

Pencatatan dan Pendataan

Datam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku
New Kegistan Pemroses Administrator Waktu / Keterangan
Pemohon Catatan Tepi | SIAK Peristiwa Kasi Kabid Kadis Kelengkapan baslias Output
Akta penting lainnya
Berkas Permohonan dan
1 {Mengajukan permohonan Catatan Tepi Akta. * persyaratan Smenit |Berkas permohonan
ATK
IMenerima dan mengoreksi kelengkapan J ATK
persyarstan.Jika Sdak lengkap dikembefikan ke Komputer, printer . |Berkas Permohonan
2 Jpemohon Jika persyaratan lengkap diteruskan ~ Buku‘:‘; b 15 Menit
kepada Administrator SIAK Peristiwa penting
lainnya
oo v
5 hhnw\pm data dan mencetak konsep Catatan Tidak w Komputer SIAK Printer, 10 Ment | KOSeP Catatan Teg
Tepi Axta dan diteruskan kepada Kasi y ATK Akta
Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf Tidak Y . _Ya
konsep Catatan Tepi Akta, Jika data tidak sesuai ?
4 dengan berkas maka dikembalikan kepada 4 ATK 5 menit Konsep Catatan Teg
i SIAK Peristiwa penting lainnya dan Akta
sesuai dengan berkas dteruskan kepada
: | Tidak |
, memverifikasi, memberikan paraf J, Ya |
iconsep Catatan Tepi Akta Jika data tidak sesuai -
= an berkas maka dikembalikan kepada Kasi & e SMert |KONSeP Catatan Teg
Jika sesuai dengan berkas diteruskan Akta
Administrator SIAK Peristiwa penting
lainnya
Catatan Tepi Akia dan diteruskan : V ) Komputer SIAK Printer, , _
7 m Dines Untuk ditandatangani w ATK SHenk  JCataten Tepl Akt
P " Register dan Kutipan Akta dan * ATK 3 Menit Catatan Tepi Axta
mwroses Catatan Tepi Akta
epada pe epl ! '.' 9 : "I“
Cap Dinas, Memilah berkas v Catatan Tops Akt
] i b g [Yone sudeh
Tepi Akta dan menyerahkan kepada * Cap Dinas, Buku agenda 2 Menit dan &
beri cap Dwnnas
Akta dengan menunjukkan & . ! ,
1® Kutipan
,::;:;nﬂm Bukti Pengambilan 2Menit  [Catatan Tep: Akta




| | langgal Fomoualal 1
Tanggal Revisi 8!
Tanggal Pengesahaan —
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPElDUDUKAN DAN w
PENCATATAN SIPILDAERAH,
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 4
PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
" PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PENCATATAN PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas den Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii
Daerah;

6. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemenntah Kabupaten Tapanuli Selatan.
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Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik
Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Penerbitan Perubahan Kewarganegaraan

DB ON =

Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko

Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)

Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendaiaan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana
Noa. Kegiatan Administrator SIAK ‘xm
Pemohon P'n omen | Perubahan Status | Kasi Kabid Kadis Kelengkapan 'm“”" Output
Kewarganegaraan
Mengajukan permohonan Perubahan Status Berkas Permohonan dan
1 |Kewarganegersen kepada Pemroses Dokumen r” persyarstan 5ment |Berkas permohcnan
Pencatsten Sipl ATK
Menerime dan mengoreksi kelengkapen '_v:]
persyerstan. Jika tidek lengkap dikembalikan ke ATK
2 pemohon Jika persyarstan lengkep pemroses I mm] Komputer, prnter 15 Ment | B€Tk®S Permohonan
dokumen meregestrasi berkes permohonan dan Buku Agenda
dieruskan kepada Administrator SIAK Perubahan
Status Kewarganegaraan
P
3 Menginput data dan mencetak konsep Catatan * Komputer SIAK Pnnter, 10 Mert Kcnsep Catatan teps |
tepi akta den diteruskan kepada Kasi ATR akta |
1
Mengoreksi, memverifiasi, memberikan paraf Y[ v {
konsep Catatan tepi akta, Jika data tdek sesuai - {
4 | Administrator SIAK Perubahan Status ATX Swet L ?
Kewsrgenegaraan dan jika sesual dengan berkas 1
deruskan kepada Kabid. |
Mengoreksi, memverilikssi, memberikan paraf I L L ya | I
konsep Catatan tepi aita, Jika data tidek sesual E‘D
5 dengan berkes maka dikembalikan kepada Kasi ATK S Merd Konsep Catatan tadr
dlni:lsmduwberhsdtomskmkepndl - akta
Kewargsnegaraan
Mencetak Catatan tepi akta dan diteruskan - Komputer SIAK Prnter,
7 | xepada Kepaia Dines Untuk ditandatangeni ATK SMerd  |Catatan up: sl
A
Menandstangani Catatan tepi akta dan ? ‘ " Catatan teps akta yang
s ditenskan kepada-pemroses dokumen K 3 sudah dtandatangan
|
Membubuhkan Cap Dinas, Memilsh berkas Catatan tepr akta yang
9 |Catatan topi akta, menyershkan kepada Cap Dnas. Buku agenda 2 Mert [sudah drtendatangan
jpemachon dan pengersipan dan & ben cap Dnas
—
mcmwumdcw * e ¢
mmm Buiks Perge - umian Seps W




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tanggal Pembuatan
Ta | Revisi
_Tmal Pengesahaan
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPE DAN
PENCATATAN S|P|L AERAH
PARL DUNGAN HARAHAP, SH. MM
" PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PELAYANAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL
(WNA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimane telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kepencudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nlomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Siplil,

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik,

4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang 'Jraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemenntahan/HukunvSosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

DA WN

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik
3. SOP Penerbitan KK

Peraturan perundang-undangan tentang Administras: Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko
Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)
Jaringan internet

Do WN =

n

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam bstas wakiu ysng ditentukan dapal dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




.?-’*f"?’K.Mk.p.‘ Waktu / berkas’ 2 Outpa e B
1 ]Mengajulkan permohonan pembuatan Surat -Berkas Permohonan
cirangan Tempat Tinggal (SKTT) termasuk KITAS yang 10 Meni Berkas Permohonan
dikeluarkan dari Kantor di terima
I Imigrasi
2 |Menerima dan mengoreksi kelengkapan .
perayeratan, Jka persyaratan dak lengkap i, Yo Berkas Permohonan - berkas
dikembaliikan ke pada pemohon, jika persyarata 0 - ohonan
e keppaeda ADB . -0 Tidak - Buku Register 5Ment |PErmohonan sudah
_ATK dikoreksi  -tanda
bukti pengambilan
i
3 o ? d.nll.?. ?(;':TT) San oo - Berkas Permohonan - Konsep Surat
Stens) o ke Kasi I g.la Penduduk -ATK 10 Menit Keterangan Tempat
- Komputer Tinggal (SKTT)
4 |Mengoreksi lonsep Surat Keterangan Tempat
Tinggal (SKTT). Jika tidak sesuai dengan berkas )\ Ya : - Kormep &
Mﬂ ok l]lml “il"“‘.""“m S:‘AKI ldemlt:s Tidak - ATK, Berkas Permohonan 10 Menit Keterangan Tempat
kepada [Cabid Pelayanan Kependudukan Aingonl (SKTT)
5 |Mengoreksi konsep Surat Keterangan Tempat N X
Tinggal (SKTT). Jika tidak sesuai dengan berkas e - Konsep Surat
dikembaliican ke Kasi Identitas Penduduk , jika Tidak 0 - ATK, Berkas Permohonan 10 Menit Keterangar: Tempat
benar diberi paraf dan diteruskan kepada Kadis 1 Tinggal (SKTT)
7 | menandatangani Surat Keterangan Tempat \L
Tinggal (SKTT) dan diteruskan kepada Pengolah . - Surat Keterangan
data Mensitas Penduduk : -ATK 5 Menit Tempat Tinggal
(SKTT)
8 |Meregstrasi, membubuhkan Cap Dinas, dan v - Surat Keterangan
menyerahikan kepada pemohon * -ATK dan Buku Agenda 5 Menit Tempat Tinggal
(SKTD)
9 |Menmima Swat Keterangan Tempat Tinggal — - Surat Keterangan
(SKIT) dengan menunjukkan tanda bukfi -ATK 5 Menit Tempat Tinggal
Lpam (SKTT)




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tanggal Revisi___
Tanggal Penggsahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DXERAH,

AR

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PELAYANAN SURAT PINDAH DATANG YANG TERLAMBAT

LAPOR ANTAR KAB/KOTA/PROVINSI

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi| 1. Sanana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Kependudukan sebagasmana telah diubah dengan Undang Undang Nomor24 | 2.  Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Intemet
tentang Admistras: Kependudukan 4. Memiliki Ketelitian yang baik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang| 5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Dasrah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturen Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kefja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;
5. Peraturan Bupati Taparwili Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan Peralatan dan PederEk_apan
1. SOP Pelayanan Perubahhan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga 2. Database SIAK
: 3. Buku Register dan Blangko
4. Blangko /Formulir
5. ATK PC (Komputer)
6. Jaringan intemet

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang diitentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




H'@’ N Keglatan Pengciah mm, —_ ‘ Moty Bekos - .
{ Ad
- - SIAK Mutas! |Kas! Mutas! Katorangan
Pemohon Hm:;:‘. Kasir Penduduk dan | Pendudut Kabid Ketengkapan Waidu Output
ADB
1 |Mengajulan berkas permohonan pindah datang !? """";"'"""" Sment |berkas surat pndeh
2 |Menerima dan mengoreks: kelengkapan berkas
Jika berlmns tidsk iengkap dikembalikan kepada
o den Ya ATK
msiaporican terlambat 0 e
Tidak |berkas surat pindeh Mordt | orgiap
datang. buku agenda
Menerima pembayaran denda dan membuat bukli : ATK - berkas permohoren
3 |pembeyaran sarta diteruskan kepada Adminstrator PR, 10 Ment [sudsh dikorekss -
SIAK Musimsi panduduk s IKompxae: tande buis pembeyaran
4 mengarmiil data secara online oleh ACB darni ATK
Kab/Kotm/Prov daersh asal dipndahkan kepada < qor SIAK. '
dasrsh tujusn, den mencetak konsep kartu biaricas it 10 Ment |Konsep Kart: Kehargs
keluarga, kemudian diteruskan kepada Kasi o datang, penil
Mengoreksi berkas surat ketersngen pindsh dan
ummp.hw&kb#:p o —
5 |membeiican kepada Administrator SIAK Musas: T berkas ssat prdeh | 10mend [FOeeP Kart Kekarge
|Penduduk , jika berkas lengkap dan benar - y datang. Buku Agends
dilerusican kepada Kepaia Bidang Ya
6 |Mengorelksi konsep Kartu Keluarga. Jika tidak
sesuai dengan berkas dikembalian ke Kasi o
identitss Penduduk untuk di perbaiki, jika benar s ATK o 10 Merst 0"::-9 rea
|diberi pasaf dan diteruskan kepads Administrator ¥
g 1
8 |Mencetak Karty Keluarga dan dteruskan kepsda {
Kapala Dinas Untuk dkandatangani ATK 5Ment | Kartu Keluargs (K1)
|menandstangani Kartu Keiuargs den diteruskan
9 |kepade Pengoish data ATH SMerd |Kartu Kehumrga (0
1C | Mevegmstzasi, membubuhkan Cap Dinas, Memilah o
|berkas, dan menyerahkan kepada pemnohon 5Ment |Karts 00
Menerima Karts Kehsarga dengan menunpddan L | %
__m"”"mm" * Buidi pengambian | 5Ment |Kartu Ketuargs (KK
1 " }




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tanggai Pembuatan j
Tanggal Revisi =
Tanggal Pengesahaan —\
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPILODAERAH, *\

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM

" PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PELAYANAN SURAT PINDAH DATANG ANTAR
KAB/KOTA/PROVINSI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 203 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 teniang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

OhWN =

Keterkaitan

Peralatan dan Periengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik
3. SOP Penerbitan KK

Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko
Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)
._Jaringan internet

Db WN =

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Moty Beku

Pelaksana R
Administrator
Pengolah dsta ‘1 Keterangan
SIAK Mutasl! |Kas| Mutasi
Mutas! Penduduk dsn] Pend Kabid Kelengkapan Wakty Output
Penduduk uduk
ADB
berkas surat
1 | Meagajuskan berkas permohonan pindah datang gl E T T Tam———
Meserima dan mengoreksi berkas permohonan ATK ]
DA, Jica bavican Sk Jenging clismbelan Ya Komputer SIAK Berkas surat Pindah)
2 |kepata pemohon. Jika berkas sudah lengkap - b::‘:‘mm 10 Menc 27
dlmesian kepeda Administrator SIAK Mutasi _ Tidak datang, buku agenda
Pemdudubk :
meagambil data secara online oleh ADB dari ATK SOP
3 Kaillota/Prov daerah asal dipindahkan kepada h 4 Komputer SIAK, 10M Konsep artu Petayanan
cassh tujuan, dan mencetak konsep kartu * berkas surat pindah Keiuarga Karty
Im kemudian diteruskan kepada Kasi Ya datang, Keharga }
Mengoreksi berkas surat keterangan pindah dan
komep Kartu Keluarga, jika berkas tidak lengkap ATK )
Sdak sesuai dengan berkas permohonan di . Konseg *art.
4 berkas surat pindah 10 mentt
kesbaliican kepada Administrator SIAK Mutasi Tidak y | ) Bk, Adends Ketzarga () !
Pesixiuk , jika berkas lengkap dan benar v o H
kepada Kepala Bidang lL—— a_| |
Meagoreksi konsep Kartu Keluarga. Jika tidak
sesmal dengan berkas dikembalikan ke Kasi untuk ATK < o Kar
S |di peaiki, jika penar diben paraf dan diteruskan - Konsep KK 10 Ment Keasrgs (KK
kepada Administrator SIAK Mutasi Penduduk -
[
Memmetak Kartu Keluarga dan diteruskan kepada
7 lmo'msumkdimdaamm ATK S Ment [Karty Kensarga (0|
memandatangani Kartu Kelmrga dan diteruskan ATK s
8 |icepade Pengolah data Mutasi Penduduk Ment |Kartu Kevuarga (XX
Memgistrasi, membubuhkan Cap Dinas, Memilah -
g |bedam dan menyerahkan kepada pemohon 5Ment [Kartu Kersarga (XX)|
J
10 |Messsma Kartu Keluarga dengan menunjukkan Bukti pengambiian 5Ment |Kartu Ketuarga (KX)|
bulti pengambitan
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e \
Tanggal Revisi —\
Tanggal Pengesahaan —\
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPE UKAN DAN
PENCATATAN SIPI/OAERAH.
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN w
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
PARLINDUNGAN HARAHAP. SH MM
* PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PELAYANAN SURAT PINDAH KELUAR NEGERI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi| 1. Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukumm/Sosial
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 | 2. Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3.  Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
tentang Admistrasi Kependudukan 4. Memiliki Ketelitian yang baik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang| 5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah,
6. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
; g 2. Database SIAK
2. SOP Pelayanan Penerbitan NIK KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran 3. Puku Regisier tien Blarngio
4. Blangko /Formulir
5. ATK, PC (Komputer)
6. Jaringan intemet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




GO (RTe

Pengolsh data Administrator .
Pemohon Mutasi RN Shutasi Kadi 1
Penduduk dan is Kelengkapan Output
: Penduduk ADB
1 Mengajukan berkas permohonan pindah keluar berkas surat pindah berkas surat prdah
negeri keluar negeri keluer negeri
Menerima dan mengoreksi berkas permohonan ) ATK
pindah keluar negeri, jika berkas idak lengkap — Berkas surat Pndah
2 deembdkm kepada pemohon. Jika berkas sudah Midak | Kompt{ter A iy keluar negeri
lengkap diteruskan kepada Administrator SIAK 1 Tidak | surat pindah keluar i
Mutasi Penduduk negeil.Susgends
memoroses konsep surat pindah keluar negeri ATK
3 < jusan dan diteruskan kepada Kasi Komputer SIAK, berkas Konsep Surat |
Mutasi Penduduk i surat pindah keluar pindah keiuar segeri J’
negeri
Mengoreksi surat keterangan pindah keluar negeri, |
Jika berkas tidak lengkap dan tidek sesuai dengan ATK I
. berkas permohonan di kembalikan kepada barkas surat pindah : nneep;aeut
Adrministrator SUAK Mutasi Penduduk , jika berkas (Tidak ] keluar negeri, Buku, erangen pdsh f
lengicap dan benar diteruskan kepada Kepala Agenda keluar negen f
Bidang Pelayanan Kependudukan !
Mengoreksi surat keterangan pindah keluar negeri.
Jika Sdak sesuai dengan berkas dikembalikan ke ATK Konsep surat
5 |Kasi, jika benar diberi paraf dan diteruskan kepada b erkias keterangan padah
Administrator SIAK Mutasi Penduduk keluar negen
[
Mencetak surat keterangan pindah keluar negeri
7 |dan diteruskan kepada Kepala Dinas Unituk ATK, Komputer SIAK surat keterangm
=, |
menandatangani surat keterangan pindah keluar ATK, surat keterangan
8 |negeri dan diteruskan kepada Pengolah data pindah keluar negeri '-"r ',mu_'_'n
Mutasi Penduduk
Meregistrasi, membubuhkan Cap Dinas, Memilah
ATK, buku register surat keterangm
9 [berkas, dan menyerahkan kepada pemohon :
|
Menerima surat keterangan pindsh keluar negeri . . surat keterangan
1 Bukti pengambidan
. dengan menunjukkan tanda bukli pengambilan . pndah keluas megen




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Dasar Hukum

el ——
| Tanggal Revisi
Tanggal Peggesahaan

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP._ 19670506 199803 1 001

—\
j\

Nama SOP

PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK

Kuaiifikasi Pelaksana

1. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nornor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaraian Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerat;;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

wh w0 N

o

NAWN o

Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dar: Internet
Memiliki Keteitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Keterkaitan

Peralatan dan Periengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2

DObWN =

Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko
Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)
Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagal data elektronik dan arsip manual




T-__ - T
! Kabid T
Pengeloizan [
Kasi Sistem nformasi
. Kegiatan PROUSA ey Informasi Adeministrasi Wkt /| Kererangan |
Kependudukan n dan |
Pemanfastan 3
_Oata 4 |
3 |mempampalkan hasil menftoring dan memberfkan - ATK 80 Murst | Swrsistar der arogar |
rmmmmww»n - - Alat komunikasi ;_w sarg e Hipertoi | |
betiga untuk ditindakiangti | |
| {
B |
2 |memperbaiki peralatanden jarimgan SIAK yang Peralatan kerjs Zrar | Persister dar arvgen i
rusak dan membuat laperan tentang kerusskan [SAL o sake
3 |memenma taporan hasipertaaikan dan membust e ATX ICMenR | Lepovar Sewil perSainar - 1
peranggungjewabar (1) dan deruskan ke . Komputer jgar 57
Kabid - Printer i
| | J
& |mengoreksi taporan hasll perbalan dan SPJ. Jike | l d? ATK 10 Menit [momam
Souk setuju Oikembaliun ke Kas, ks setujy Ol laan 52
Gmeneskan ke Sekretars ? __] {
S | mengoreks Gar memaent Laporan hasil perbaikan i o - ATK 10 Menst T_.w.r:«-w. o
|Gan $P3. Jika DiCak setyn Silkembelikan ke Kabid, l
6 |mesancatangan: laporas hasl perbatkan dan SP) ATK 10 Menit | Lspesss zam W 1
don memberiker: acahan ke Kasi sntuk |
| citamdarkcia rgsts | !
7 [manasiens laporsn hasiperbatian dan SP) dari -ATK 10 Ment | _sposan dun S |
Kadis dan meruncakisaph 8¢ shan yang dibertkan !
sars memberian lapomae dan ) tersebut
unit diarsipian olet. fangedols Sisteen informasi r
X filing Cabwner 10 Menst | _apeeas dan 52 1

mengarsipkan lapocan lumil geerbaian dan SP)




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

5 5 ot S ez et o et intei )

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPEQDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DAERAH,

NIP /19670506 199803 1 001

B

Nama SOP PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. ‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006

entang Admistrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan

oa W N

o

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuar Mengoperasikan Komputer dan Internet
Menmiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

b

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik
3. SOP Penerbitan KK

Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko
Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)
Jaringan internet

OO hwWN =

Peﬁmm

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pebat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melaakan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
keteniuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Mutu Baku

r _ Pelaksana
. Keglatan Administrator Keterangan
o 0 Pemohon Pe;nrosesl:\kta SIAK Kasl Kabid Kadis Kelengkapan ‘:I:rk::s’ Output ¥
erceraian P fan
Mengajukan permohonan Akta Perceraian Berkas Permohonan dan
berdasarkan Penetapan Pengadilan kepada persyaratan 5 menit |Berkas permohonan
Pemroses Akta Perceraian ATK
Menerima dan mengoreksi kelengkapan Y :] 5
persyaratan.Jika tidak lengkap dikembalikan ATK
kepada pemohon Jika persyaratan lengkap $ Komputer, printer 15 Menit Berkas Permohonan
pemroses Akta Perceraian meregestrasi berkas - Buku Agenda
permohonan dan diteruskan kepada
Administrator SIAK Perceraian
Menginput data dan mencetak konsep Akta Komputer SIAK,Pririter, . .
Perceralan dan diteruskan kepada Kapsi ATK ilend;  [Konsapiiiutinan SNa
Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf
konsep Akta Perceraian, Jika data tidak sesuai
dengan berkas maka dikembalikan kepada ATK 5 menit |Konsep Kutipan Ada
Administrator SIAK Perceraian dan jika sesuai N
dengan berkas diteruskan kepada Kabid.
Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf
konsep Akta Perceraian,Jika data tidak sesuai
dengan berkas maka dikembalikan kepada Kasi L Tidak_J =3 ATK 5 Menit  |Konsep Kutipan Akta
dan jika sesuai dengan berkas diteruskan
kepada Administrator SIAK Perceraian
Mencetak register, kutipan akta dan diteruskan '“:'; f\gr:p;:er SIAK,!?n'mer, 5 Meni Register dan Kaigin
kepada Kadis untuk ditandatangani » Blanko Kutipan Akt 8 |ANA yng Sudel
dan Blanko register Akta ditandatangani
Menandatangani Register, Kutipan Akta
Perceraian dan diteruskan kepada pemroses * ATK 3 Menit
Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas - .
register dan Kutipan Akta, menyerahkan kepada i .\‘k Cap Dinas, Buku agenda 2 Menit Alua yerg sudah
pemohon ditandatangani dan di
e bao san Dinnc
m ;(r:tg::: Akta dengan menunjukkan ; Bukti Pengambilan 2 Menit Kutipan Akta




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

ranggal Revisi
Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEPENDODUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL RAH

75

PARLINDUNGAN HARAHAP SH MeA
- PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670506 199803 1 001

Nama SOP

PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tamwun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Dasrah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

5. Peratwan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1,
2,
3.
4.
5.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sos:al
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik 2. Database SIAK
. 3. Buku Register dan Blangko
3. SOP Penerbitan KK 4. Blangko /Formulir
5. ATK, PC (Kompduter)
6. Jaringan internet
| Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas wakiu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Bakas \
No. Kegiatan Pemroses Administrator Waktu / Keterangan
Pemochon Dokumen | SIAK Kelahiran Btsngapen berkas - \
Mengajukan perreohonan Perubahan Nama Berkas Permohonan dan
1 |berdasarkan Penetapan Pengadilan kepada persyaratan 5 menit Berkas permohonan
ATK
Menerima dan mengareksi kelengkapan y Ya l ATK
persyaratanJika Sidak lengkap dikembalikan ke . Berkas P '
2 |pemohon Jia persyaratan lengkap pemroses g:::: p;n;;s:mer 15 Menit o
dokumen meregestrasi berkas permohonan dan
diteruskan kepada Administrator SIAK Kelahiran
3 menginput dsta dan mencetak konsep Catatan ; Komputer SIAK,Printer, 10 Menit Konsep Catatan tepi
tepi akta dan diterusskan kepada Kasi ATK rlaa
Mengoreksi, mermwerifikasi, memberikan paraf [
konsep Catatan tepi alda, Jika data tidak sesuai ;
5 |dengan berkes maka dkembalkan kepada ATK 5 menit a’ ‘°m' e
Administrator SIAK Kelshiran dan jika sesuai
dengan berkas ditesuskan kepada Kabid.
Mengoreksi, mermwverifikasi, memberikan paraf
konsep Catstan tepi alda Jika data tidak sesuai
6 dengan berkas maka dkembalikan kepada Kasi ATK 5 Menit Konsep Catatan tepi
dan jika sesusi dengan berkes diteruskan kepada akta
Adrainistrator SIAK Penubahan Status
Kewarganegasraan
y
Mencetak Calatan tepi akta dan diteruskan kepada Komputer SIAK,Printer, ; .
8 | Kepals Dinas Untuk dtandatangani ATK SMenit  (Catatan tepi akta
9 Menandatangani Catatan tepi akta dan diteruskan ATK 3 Menit Catatan tepi akta yang
kepada pemroses dolunen ) sudah ditandatangani
Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas Catatan tepi akta yang
10 |Catatan tepi skta, smenyerahkan kepada pemohon Cap Dinas, Buku agenda 2Menit  |sudah ditandatangani
dan pengarsipan dan di beri cap Dinas
1 A " fopi akia dengan menunjukkan & Bukti Pengambilan 2Menit |Catatan tepi akta

bukti pengambian




L ranggal membuailan

Tanggal Revisi —\—\
Tang_gal Penggsahaan =)

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPEND¥MDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DAERAH,
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH ¢
PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
- PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670506 199803 1 001

Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN LAHIR/MATUPINDAH DATANG

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang  Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomior 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akia Kelahiran;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah,;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan

Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharVHukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Menmiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Menmiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

AW~

1. SOP Pelayanan Perubahan Database

Peralatan dan Perlengkapan

2. SOP Pelayanan Penerbitan NIiK, KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran

Peringatan

Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko
Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)
Jaringan internet

oOnhwh =

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Kasl | o
No. Kegiatan Pengelolas data d"';”"”f ’IMovmnl Sek . Keto Keterangan
s ididkan an Dc.r:y:l [ 1] Ad " retaris Kadis elenghapan Wakty Output
Kependudukan ' &
1 |menghimpun data laporan LAMPID dari Kelurahan/Kecamatan, Komputer, Printer, ATK 14 nar. [Konsep Laporan
mengolah data tersebut dan diteruskan ke Kasi .._)t LAMPID
— 1
2 |mengoveksi data laporan LAMPID. Jika tidak setuju ‘ ATK 10 menit |Kor sep Lageran |
dikembalilan ke Pengelola data kependudukan, Jika setuju m Cm LAMPID ;
diteruskan ke Kabid untuk dikoreksl |
3 |mengoreisi data laporan LAMPID. Jika tidak disetujul o= ATK 10 menit |Korsep Lagoran |
dikembalikan ke Kasi, jiks disetujul diteruskan ke Sekretaris LAMPID f
|
4 |mengetahui, menyetujul, dan memaraf dats laporan LAMPID y ATK 10 menit |Laporan LAMMD f
untuk selanptnya diberikan ke Kadis b |
S |menandatangani Laporan LAMPID dan memberikan arahan ATK 10 menit |Laporan LAMMD
lebih lanjut ke kasi "“&
6 |menerima laporan LAMPID yang telah ditandatangani dan ATK 10 menit [Laporan LAMAD
menindakianjuti srahan Kadis untuk diserahkan ke Pengelola ﬁ
data kependudukan untuk diregistrasl
7 |meregistras laporan LAMPID dan berkoordinas! dengan ATK, Buku agenda, cap, 2 Jam |Laporan LAMRD, Terxait SOP
Kssubbag Umum dan kepegawalan dalam pemberlan nomor, filling cabinet Arsip Pengiriman
cap dan mengirimkan LAMPID kepada Gubernur Surat Keluar




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tanggal Revisi
| Tanggal Pengesahaan
Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL/DAERAH,

PARIANDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

s

Nama SCP

RAPAT KOORDINASI PEMANFAATAN DATA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
fentang Admistrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik:
Peraturan Bupali Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

o w0 N

o

ORhWON

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahar/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Keterkaitan

Peralatan dan Periengkagan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga

OO hWN

Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Biangko
Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)
Jaringan intemet

Periman

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Pelaksana Mutu Baku
Kegiata Pengelola Keterangan
. eglatan Kerjasama dan Kasli Tim Kadis Kelengkapan Waktu Output €
Inovasi Pelayanan
1 |Membuat rancangan SK Kepala Dinas tentang Tim Rapat Komputer, printer, ATK Tentatif Draft SK Kadis Terkait SOP
Koordinasi Pemanfaatan Data, selanjutnya disahkan Kabid, - Penerbitan
Sekretaris, Kadis untuk proses selanjutnya SK Kadis
2 |Membahas rencana kerja Rapat Kordinasi Pemanfaatan data, Komputer, printer, ATK, 4 jam Rencana Kerja
menentukan jadwal rakor,pemateri, mengirimkan undangan ke kendaraan bermotor
peserta rakor i
3 |Melaksanakan Rakor Gedung, peserta, ATK, 4 Jam Kesepakatan Rakor
Sound Sistem. Laptop,
infocus, spanduk
4 |Melaporkan hasil Rakor ke Kepala Dinas ATK, Komputer 2 hari Laporan Rakor
S |Menerima arahan lebih lanjut dari Kadis untuk kemudian ATK 10 Menit Laporan Rakor
memberikan arahan lebih lanjut kepada Pengelola Pengolahan —<
dan Penyajian Data Kependudukan
6 |Meregistrasi Laporan Rakor dan berkoordinasi dengan Kasubbag ATK 1jam Laporan Rakor Terkait SOP
Umum dan kepegawaian dalam pemberian nomor, cap dan ‘ )
Pengiriman
mengirimkannya ke internal Dinas maupun ke instansi terkait
surat keluar




PEMERINTAN KABUPATEN TAPANUL! SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
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PARLINDUNGAN HARAMAFP Sk WM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670506 139803 * 0C*

Nama SOP

PELAYANAN SURAT PINDAH KELUAR ANTAR
KAB/KOTA/FROVINS!

Deasar Hulam

Kuaifikas: Pelaksana

1 UndanglUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admunistras:
ssbagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24

Tahwn 2012 tentang Perubshan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tontang Admustras: Kependudukan

2 Persturen Presden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 temang
Persyarsian dan Tetacars Pendafiaran Penduduk dan Pencatutan Sipi

Peraturen Daersh Nomor 1 Tahun 2018 entang Pelayanan Pubiik,

4 Perstusn Bupst Tapanuli Selaten Nomor 98 Tshun 2016 tentang Ursian
L."mm Fungs: serta Tats Kens Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sl

o

Pergturer Supst Tapanuli Selatan Nomor 6% Tahun 2C17 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administras:

Pemenmahan Dum.n Pemenntah Kabupaten Tapanuli Selatan
Keterkanen

A WA e

Sanana Admenistras: Negara/Pemenntahan/MHukums Sosial
Memaham: Pedoman Tata Kearsipan

Memubi: Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memuih; Katelt:an yang bank

Memaham: Pedoman Tata Naskah vang bark

1 SOP Peisysnan Perubshan Database

Peralatan dan Perengragan

2 SOP Pelsysnan Penemitan NIK KK Untuk Percepatan Akta Kelahwan

Peri

DO S WS

Peratur anperundang undangan tenang Administr as: Kependudukan
Database SIAXK

Bukuu Regester can Blangho
Blangho F ormuiy

ATK PC (Komputer
Jarngan nternet

Pencatatan gan Pendataan

mamwmmhmpmwnummwm
mmvmmmwumoommonkm

dalam bDatas wakiy diantukan
b yang dapat dikenakan sanks: sesuai dengan

Dissmpan sebaga data eienlromk dan arsip manual




A Pelaksena Mutu Baku W
b Administrator
No.| Kegistan Pengoish data ST
" Pemohon R B bl sy B Ketangiapen Weictu Output
e Penduduk dan | Penduduk
- Penduduk
ADB
berikas surat pindah
1 |mengajukan berkas permohonan pindsh datang —9? i S mant |perkas surat pmcah
;|
Menerima dan mengoreksi berkas permohonan — po H
pindah, fika berkas tidak lengkap dikembalikan Y SRRSO, . NT——
2 |kepada pemohon. Jika berkas sudah lengkap Derkas surat pndeh O Marst gikae
kepada Administrator SIAK Mutasi Tidak tatang, buku agenda
Penduduk - h
mengambil data secara online oleh ADB dari ATK } soP
3 Kab/Xota/Prov dserah ssal dipindahkan kepaca v Komputer SIAK 10 Mt |TCTSEC < [Puaaran |
tujuan, dan mencetak koneep kartu * berkas surat pndah R [narny I
kemudian diteruskan kepada Kasi Ya Gatang. » ln.;- ‘!
Mengoreksi berkas surat keterangan pindah dan i ; |
konesep Kartu Keluarga, jika berkas tidak lengkap Y ATK i :
tdak sesuai dengan berkas permohonan di 10 x “orseT “ar i
4 kembelikan kepada Administrator SIAK Mutasi Tidak p o - 'e" by - oraga X a i
mhmmmm - .] datang. s i '
kepada Kepals Bidang 19 I ‘
Mengoreksi konsep Kartu Keluarga. Jika tidak 1
dengan berkas dikembalikan ke Kasi untuk ATK
S | perbaiki, jika benar diberi paraf dan diteruskan ki " - 10 Meng | o oo ::
kepada Admirustrator SIAX Mutasi Penduduk anese I
{ ]
Mencetak Kartu Keluargs dan dteruskan kepada i
7 Dinas Untuk ditandatangani ATK S Mena ‘ “)‘
menandatangani Kartu Keluarga dan diteruskan ATK 1 1
8 Pengolah data Mutasi Penduduk S Memt Senarg QY !
1
Meregistrasi, membubuhian Cap Dinas, Memilah z
¢ [berkas, dan menyerahkan kepada pemohion ATK SMent fram o i
[y —
Menenma Kartu Keluarga n menunjukkan ;
10 | anda butdi pengembiten denga Bukn pengamosan S Ment  [Kamu Kewarga (KK)




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

y ]
Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEBENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPAL DAERAH

PARUUNDUNGAN HARAHAP SH MM
" PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 139803 1 001

i

Nama SOP PENCATATAN AKTA PEMBATALAN PERKAWINAN

Dasar Huum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi | 1. Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 l2. Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tahwn 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
tentang Admistrasi Kependudukan 4. Menmiliki Ketelitian yang baik
2. Perawran Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang | 5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Perawran Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Ketahiran
4. Peraran Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
5. Perahsan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;
6. Peraran Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
£ SOfPeoubitr (IP-Ewdioak g gsiiblgzziiman Blangko
3. SOP Penerbitan KK 4. Blangko /Formulir
5. ATK, PC (Kcmputer)
6. Jaringan intemet
Peringastan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam had pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




Peisksans o o B - Muty Baky

P R Petuges Petugas Administrator Kasi Kabid Sationg Walty /

2 persyarstsn Jika Sdek lengkap dikembaliken ke Komputer printes

1S Mesmt

3 permohonen Pembetsian Akta —— Berkas Fermohonen den | i
persyaratar i 5mert |Berkas permohonan z

mengoreks kelengkapen ‘1: 4

?

{

|

‘ <
I:I
R At e T—

. memverifikas, memberikan paraf
kulipen sits den dieruskan ke Kebid Tidak

mmmmm B ] Buku Agenda
J 1
menginput dats den mencetak konsep Kutipan " Tidak | v | Ix K
3 X Komputer SIAK Pr.tes [ armeep Kuipen
Altalcatatan pingow ekta *— s | oM A

+
: +
S | e dote 80k sesuumi Derkas cikembatikan ke N H? - A S

operato !
. Mmemventiasi, memberikan pars! I :
Py tatipan ekia den dReruskan ke Operator. Tidak | 4 (Monsep Kulipen
Gate Sdek sesusi berkas dikembalikan ke - —? ATK SMent | Actavcatsten angge
N " [Romputer SIAK Printer ‘
y , Y Boar ARtzic datar
kutipsn skta/catatan pinggir akla w ’ ATK, Blanko kubpar: Akta | 5 Mest
< o S . 3 < 80" ALTeCatatsr
" dan menandatangeni Register den = ! |
Aide ATK JMent  pgoe M eng !
e Cap Dinas, menyerahkan kepada l 11-,"
don . * Cap Dwnas, Buku agenda | 2 Ment u:.

10 Kusipsn Akta/catatan pinggir akta ‘L
X ks o - Bukti Pengambtslan 2 Ment




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

| Tanggal Revisi il -
Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIRIL DAERAH,

PARLINDUNGAN HARAHAP SH, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001
Nama SOP PENERBITAN AKTA KEMATIAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi| 1. Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Kependudukan sebagaimana telah diubah cengan Undang Undang Nomor 24 | 2. Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
tentang Admistrasi Kependudukan 4. Memiliki Ketelitian yang baik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-| 5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
: ; 2. Database SIAK
2. SOP Pm Penerbitan NIK KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran 3. Buka Regisss den Bisgio
3. SOP Penerbitan KIA 4. Blangko /Formulir
5 ATK, PC (Komputer)
6. Jaringan internet
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja

melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




NO

URAIAN PROSEDUR

F

[ Mengambil nomor antrean,
mengisi formulir, menyerahkan
berkas persyaratan kepada
petugas

3. Menerima dan meneliti

kelengkapan berkas
permohonan dan

persyaratan
b. Mentifikasi ke dalam

database SIAK, apakah
sudah sesuai / belum

c. Apabila belum sesuai
menyerahkan berkas
permohonan kepada
bidang DI untuk
pembetulan database dan
Bidang PP untuk mencetak
KK

Petugas entry melakukan
persetujuan permohonan akta
Kematian, input data,
mencetak register dan kutipan
akta, penandatanganan buku
register, menyerahkan berkas
permohonan, register, dan
kutipan kepada Kasi/Kabid

Pemohon

PELAKSANA

MUTU BAKU

4

i [

Petugas :::”3;5 Kasi& | KEPALA ~PERSYARATAN/ .
Pelayanan 4 Kabid | DINAS = KELENGKAPAN
| cetak | I SRR

1 | Form permohonan, 10
' | fotokopi akta nikah, = menit
i | KTP, KK
_ E
; } I R S
‘ f Form permohonan, | 10
} | form F2 | menit
|
c 5
i
T Y [
DI/PP | ll
| !
ﬁ .

I S L . 1 R S
Data | 20
permohonan, menit

blangko register

dan kutipan akta

OUTPUT KETERANGAN

SIEUE ———

' Berkas

permohonan
Akta

: fDraﬁ-akta dan

" kutipan akta
Kematian



4

a. Memverifikasi, validasi
kesesuaian data
permohonan dengan akta
dan kutipan akta Kematian
apakah sudah benar/belum

b. Jikaada kesalahan cetak
dikembalikan kepada
petugas cetak untuk
dibetulkan

c. Menyerahkan register akta
dankutipan akta kepada
kepala dinas untuk
ditandatangani

L

Data
permohonan,
register akta dan
kutipan akta
Kematian

{107 [amaden

| menit | kutipan akta
| Kematian
|

|
| |

a. Menandatangani register
aktadan kutipan akta
Kematian

b. Meneruskan berkas
persyaratan register akta
kepada petugas arsip dinas

c. Menyerahkan kutipan akta
Kematian kepada petugas
pelayanan

N

register akta dan
kutipan akta

S menit | akta dan
kutipan akta
Kematian

Petugas pelayanan dinas
menyerahkan Kutipan Akta
Kematian & KK kepada
pemohon

Buku
pengambilan

2 menit | Kutipan akta |
Kematian & KK |

|
‘

1 ;

Pemohon menerima kutipan

Akta Kematian & KK

| Bukti
pengambilan

‘ 2 menit | Kutipan akta
| Kematian & KK |




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Dasar Hukum

Ll anggea remobuasian T

| Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEP UDUKAN DAN
PENCATATAN SIPI/DAERAH

PARLINDUNGAN HARAHAP SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 001

i

Nama SOP PELAYANAN LEGALISIR KK DAN KTP

Kualifikas' Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik:
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah,
6. Peraturen Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

w N

v a

Sarjana Administrasi Negara/PemerintaharvHukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Mamiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

OB WN

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Pelayanan Kartu Keluarga

Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko

Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)

Jaringan internet

ODUEWLN =

Peri

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam betas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentusn Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




05 2 "\ vu .. Pelaksana Mutu Baku
SRR R Pengoiah data | Administrator bidang SN ‘ Ketersngan
e 0 % o <dwise | Pamohom | identitas | SBIAK identitas m"'"""" Kelengkapan Waiktu / berkas Output
- . L ” . penduduk Panduduk
Mengajukan permahonan legalisir Foto copy : SOoP
KK dan KTP-el kepada Pengolah data ! Pembuatarn
idenitas pantuduk - Foto copy KK dan KTP-el 5 Mend g‘.‘a“"‘“""""" KK dan KTP-
§ L
|
Menerima foto copy KK dan KTP-el dan |
dieruskan ke Administrator SIAK |dentitas Y «s .|
e q - Foto copy KK dan KTP-el 10 Ment Ef""“ X den - |
Mengecek kebenaran dokumen KK dan KTP- ¥y |
ol, jika tidak sesusi dengan database 8 Ya - !
Disdukcaphl dikembetican ke Pemohon, jika Tidak —~@ - Foto copy KK dan KTP-el 10 Mens | Semas KX can @R |
benar dhteruskan ks Kasi L ;
2
Mengoreksi dan memparaf fotocopy KK dan 1
KTP-el, kemudian diteruskan ke N |- Bervas .
Kabid/Sekretans/A<adis untuk di tandstangani -"" - Foto copy KK dan KTP-el 5 Mentt & KE—_—
Menandatangani folo copy Akta Pencatatan |
Sipll den disershican kepads pemroses ) - Berxas XX can KIP- |
Foto copy KK dan KTP-el 5 Ment o ‘
Mengagendaiean dan memben cap dinas
serta menyecrshian foto copy KK dan KTP-el - Foto copy KK dan KTP-el. 5 M - Armp KK can KTRei
meanKKdan-o!m - foto copy KK Sami TP
sudah dilegalsy - - Foto copy KK dan KTP-ei S Menat & yang sucan

e




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tenggal Revis

Tanggs! Pengesshaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEP

PENCATATAN SiPy

PARUUZGANHARAHAP SH wM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP_ 19670506 195803 1 001

Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik:

5. Perawran Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

6. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Nama SOP PELAYANAN KARTU KELUARGA
Dasar Hulm Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi | 1 Sarjana Administrasi Negara/Pemermtahar/Hukum/Sosial
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 | 2 Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
tentang Admistrasi Kependudukan 4. Memiliki Keteltian yang baik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang | 5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturanperundang-undangan tentang Administras: Kependudukan
2. SOP Pelayanan Penerbitan NIK KK Untuk Percepatan Akta Kelahiran 2. Database SIAK
ayanan P ftan N Untu . 3. Buku Register dan Blangko
4. Blangko /Formulir
5. ATK, PC (Komputer)

o

A Jar_ingan intemet

Peri

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan Sndakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas wakiu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang.

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual




’ r Pelaksana Mutu Baku
? i d i Kabid
No. Kegiatan Pengolah data | Administrator Kas Pelayanan Keterangan
Pemohon Identitas SIAK Identitas | Identitas Kelengkapan Waktu / berkas Output
nduduk | Penduduk | Penduduk | Fondaftaran .
pe n Penduduk
1 |Mengajukan permohonan pembuatan Kartu Berkas
Keluarga —’? - Berkas Permohonan 5 Menit Permohonan di
) terima
2 |Menerima dan mengoreksi kelengkapan ] - berkas
persyaratan, Jika persyaratan tidak lengkap Ya permohonan
dikembalikan ke pada pemohon, jika ‘ ge:‘a; P ".S"':a‘:"m" 10Menit  |sudah dikoreksi
persyaratan lengkap diteruskan kepada Tidak - Buku Regl tanda bukti
ini i pengambilan
3 |menginput data dan mencetak konsep Kartu ¢ Ya
Keluarga dan diteruskan ke Kasi identitas :K‘T";p”'er SIS 5Menit  |Konsep KK
4 |Mengoreksi konsep Kartu Keluarga. Jika
tidak sesuai dengan berkas dikembaiikan ke Y
Administrator SIAK Identitas Penduduk . . Konsep KK yang
uniuk di perbailki, jka benar diber paraf dan i -ATK dan konsep KK SMent | disetujui
diteruskan kepada Kabid Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
5 |Mengoreksi konsep Kartu Keluarga. Jika
tidak sesuai dengan berkas dikembalikan ke Tidak  y
Kasi Identitas Penduduk untuk di perbaik, @ K il
jika benar diberi paraf oleh Kabid Pelayana -ATK dan konsep KK 5 Menit d.°"“’e.°. g
Pendaftaran Penduduk dan diteruskan ke s
Administrator SIAK Idenitas Penduduk
7 |Mencetak Kartu Keluarga dan diteruskan y
kepada Kepala Dinas Untuk ditandatangani * - ATK dan Komputer SIAK 5 Menit Kartu Keluarga
8 |menandatangani Kartu Keluarga dan -
diteruskan kepaxda Pengolah data Identtas * Atk IMent |/ yangsudahd
Panduduk
9 |Meregistrasi, membubuhkan Cap Dinas, -Cap Dinas Bukti penyerahan
Memilah berkas, dan menyerahkan kepada -Buku agenda 10 Menit dan berkas yang
sudah di arsipkan
10 |Menerima Kartus Keluarga dengan . Kartu Keluarga
|menunjukkan tanda bukt pengambilan é Bukti Pengambian 5 Menit (KK)




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN S!PIL DAERAH

Tangges! Pangesahaan T

Disahkan Oteh WEFALA DINAT KEPE T IR AN AN
PENCATATAN SIPR. AERAM

N

PARLINDUNGAN HARAHAP SH VM
PEMBINA UTAMA MDA
NIP 19670506 199803 * 00

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admustrasi Kependudukan

Persturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
Perauran Menteri Dalam Negen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Persturen Dasrah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Perstran Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian

Tugss dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah

Peraturan Bupat: Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang

Pm Penyuwmn Standar Operasional Prosedur Administrasi
M ngan Pemenntah Kabupaten Tapanuli Selatan

nwa W N

6

Nama SOP PENERBITAN AKTA PERKAWINAN
Dasar Hukum Ki:alfikas: Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras: Sarnana Administras: Negara/Pemernntahan/Hukum/Sos:al
Ki

Memaham: Pedoman Tata Kearsipar:

Memilik: Kemamguan Mengoperasikar Komputer dan Internet
Memilila Keteltian yang bark

Memaham: Pecoman Tata Naskah yang bark

N WA =

1 SOP Pelsyanan Perubahan Database

Peralatan dan P

2. SOP Penerbian KTP-Elektronik
3. SOP Penerbitan KK

Peraturanperundang-undangan tentang Admimstras: Kepencuukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko
IF ormuiir

ATK PC (Komputer)
intermet

OV WN -

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat peds Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
meiakukan tindaken yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan

dalam batas waktu yang dientukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Undang Undang

Disimpan sebaga: data eiektronik dan arsip manuai
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

hfénggal Revisi

Tanggal Peﬂesahaan

Disahkan Oleh KEPALA DINAS KEPE@UD! JKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAERAH

X

’

PARLINDUNGAN HARAHAP SH MM

PEMBMNA UTAMA MUDA
NIP. 19670506 199803 1 00
Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi| 1. Sarjana Administrasi Negara/Pemerntahan/Hukum/Sosial
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 | 2. Memahami Pedoman Tata Kearsipan
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 | 3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Intemet
tentang Admistrasi Kependudukan 4. Memiliki Ketelitian yang baik
2. Perauran Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang | 5. Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Perauran Menteii Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
i Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
4. Perauran Dasrah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
S. Perauran Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;
6. Perauran Bupati Tapanuli Seiatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedaoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemsrnintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Perubahan Database 1. Peraturan perundang-undangan tentang Administras: Kependuduxan
2. SOPPenerbitan KTP-Elektronik = g:;z‘::g:::‘m —
3. SOPPenerbitan KK 4. Blangko /Formulir
5 ATK PC {Komputer)
6. _Jaringan internet
P

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam bstes wakiu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual

ketentusan Undang Undang.




kepegmsaian dalam pemberian nomor, cap dan mengirimkan
LAMP® kepada Gubernur dan instansi terkait

Pelaksana Mutu Baku
° Kabid
Kaih Pengelolaa
n Informasl
Kegiatan Adininis Pengolaban Administras
Ne. IWalsteator | denyPeriyalwn i Sekretarls |  Kadis Kelengkapan Waktu Output s
Database Data
Kependuduka Kependudu
n kan dan
Pemanfaata
n Data
1 |menpdih database Kependudukan dan dikirim untuk Komputer SIAK, Server 2 Hari |File DMP
dikonsalidasikan ke Data Center Kementerian Dalam Negeri ’ SIAK, Jaringan SIAK
2 |menenma hasil konsolidasi Database Kependudukan, Komputer SIAK, Server Tentatit [ Data yang sudah
selanjumya database hasil konsolidast akan dlolah menjadi data SIAK, Jaringan SIAK, File dikonsolidasikan,
agregathependudukan untuk Laporan Per Semester, selanjutnya DMP Data Agregat
dibecilan ke kasi Kependudukan,
. Laporan Semester
3 |memnbmt analisa terhadap data agregat kependudukan sebagal ATK 2 Hari |laporan
hporan perkembangan kependudukan per semester perkembangan
untusk sslanjutnya diteruskan ke kabid kependudukan per
4 |mengameksi dan mengetahui. Jika tidak disetujui dikembalikan C. ATK 10 menit|laporan
ke kas{ Jika disetujui diteruskan ke Sekretaris L 1da perkemhangan
kependudukan per
S |meswengui dan memaraf laporan perkembangan ATK S menit |laporan
kependudukan per semester untuk diteruskan ke Kadis * perkembangan
kependudukan per
6 |menandatangani laporan perkembangan kependudukan per Komputer, Printer, ATK S menit [laporan
sermeswr dan memberikan arahan lebih lanjut kepada Kasl perkembangan
e kependudukan per
7 |memnerima laporan perkembangan kependudukan per semester ATK S menit |laporan
yang telsh ditandatangani dan menindaklanjuti arahan Kadis perkembangan
untask diserahkan ke Administrator database untuk diregistrasi kependudukan per
semester
8 |mevegitrasi laporan perkembangan kependudukan per ATK, Buku agenda, cap, 10 menit |Laporan
sermesier dan berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan filling cabinet Perkembangan
Kependudukan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

| Tanggal Pengesahaan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIP}Y. DAERAH,

Disahkan Oleh

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
- NIP. 19670506 199803 1 001

PEMUTAHIRAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 ientang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah;

5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sarjana Administrasi Negara/Pemerintahan/Hukum/Sosial
Memahami Pedoman Tata Kearsipan

Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer dan Internet
Memiliki Ketelitian yang baik

Memahami Pedoman Tata Naskah yang baik

MAWN

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik
3. SOP Penebitan KK

Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
Database SIAK

Buku Register dan Blangko

Blangko /Formulir

ATK, PC (Komputer)

Jaringan internet

oA WN=

Peri

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang diteniukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang Undang.

Disimpanr sebagai data elektronik dan arsip manual
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Tanggal Pengesahaan

M lujl! TNCEVia

KEPALA DINAS KEPEMND DUKAN DAN
PENCATATAN SIPILDAE RAH

Disahkan Oleh

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admistrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Daerah,

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemenntahan Dilingkungan Pemenintah Kabupaten Tapanuli Selatan

wa @ N

o

PARLI N HARAHAP SH MM
PEM UTAMA MUDA
NIP 70506 199803 1 001
Nama SOP PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK
Dasar Hukum Kualifikas: Pelaksana
1 Sarjana Administras: Negara/Pemenntahan/Hukum/Sos:al

2 Memahami Pedoman Tata Kearsipan

3  Memiiki Kemampuan Mengooerasikar Komputer dan Intemnet
4  Memiliki Ketelitian yang baik

5 Memaham Pedoman Tata Naskah yang baik

Keteriaitan

Peralatan dan Pertengkapan

1. SOP Pelayanan Perubahan Database
2. SOP Penerbitan KTP-Elektronik
3. SOP Penerbitan KK

1 Peraturanperundang-undangan tentang Administras: Kependudukan
2 Database SIAK

3 Buku Register dan Blangko

4 Blangko /Formulir

5 ATK PC (Komputer)

6 Jamgg internet

P

Pencatatan dan Pendataan

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melalakan tindakan yang memperiambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam bates wakiu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketenkan Undang Undang.

Disimpan sebaga: data elektronik dan arsip manual




Pelaksana : 7 Mutu Baku \
Na. Kegiatan Pemroses Akta| Administrator Waktu /
i i Kelengka
s kelahiran | SIAK Adopsi | ' | Kabid | Kadis erengiapan berkas iyt
Berkas Permohonan dan
1 |Mengamkan permohonan Catatan Tepi Akta persyaratan Smenit |Berkas permohonan
ATK
Memerma dan mengoreksi kelengkapan . Tidak \ Ya AT
2 persyasstan.Jika tidak lengkap dikembalikan ke 0 — . |Komputer, printer 15 Menit Berkas Permohonan
pesnoham, jika persyaratan lengkap diteruskan Buku Agenda
kegaada Administrator SIAK Adopsi
v
Mengiaput data dan mencetak konsep Catatan ‘ Komputer SIAK Printer, ., |Konsep Catatan Tepi
? [Temi A ATK 10Mend | 5a
Memgoreksi, memverifikasi, memberikan paraf TJ ‘k - v ' ya |
kosmsep Catatan Tepi Akta, jika data tidak sesuai { Tida P Konsep Catatan
4 dkembalikan kepada Acministrator SIAK ?\ ATK Sment |, . s
idan jika data sesuai dengan berkas
k Kabid. { Tidak
Memgorsksi, memverifikasi, memberikan paraf R v
Catatan Tepi Akta, jika data tidak sesuai P
s dkembalikan kepada Kasi dan jika data ] ATK SMent | Top!
sesasai berkas diteruskan kepada Administrator Ya
Adopsi [ _
_V_ .
7 |Memcetsk Catatan Tepi Akta. * §°T:“’“'°'S'AK' Tnter. SMent |Catatan Tepi Akia
v
. . . Catatan Tepi Akta
s [Memgareksi dan menanda tangani Catatan Tepi * ATK 3Menit |yang sudah
. ditandatangan
¥ Catatan Teps Al
Mesnbubuhian Cap Dinas, Memilah berkas . yang s.:
9 Tepi Akta, menyerahkan kepada Cap Dinas, Buku agenda 2 Menit Gitandatangani dan G
dan pengarsipan. ben cap Dinas
Memernma Catatan Tepi Akta dengan i Pengambilan Menit |Catatan Tepi
”» " X
memunukkan bukti pengambilan. Ruks P % b
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